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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN TERTIB
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN
KOTAPINANG

NOVRIANSYAH HARAHAP
1803100047

Penelitian ini dilaksanakan di Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu
Selatan. Tujuan penelitian mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum
dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat dalam Rangka Pelaksanaan Tertib Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kotapinang. Jenis penelitian yang
digunakan dengan metodoe deskriftif dengan pengelolaan data kualitatif, yaitu
metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dan peristiwa dan
menjabarkan dalam bentuk kalimat dan bahasa berdasarkan hasil temuan
dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui Peraturan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan nomor 5 tahun 2019 telah terimplementasi
namun belum sepenuhnya optimal dan terlaksanakan secara sempurna, hal ini
diketahui berdasarkan pada kategorisasi penelitian seperti adanya upaya
komunikasi atau penyampaian informasi sudah terlaksana dengan sosialisasi atau
penyuluhan langsung namun belum optimal dikarenakan masih banyak kejadian
yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh pihak yang merasa apatis terhadap
kepentingan umum. Adanya dukungan sumber daya manusia dalam masih sangat
dibutuhkan dalam implementasi kebijakan ini karena kualitas sumber daya
manusia dilapangan masih rendah, baik itu pihak implementor dan juga
masyarakat. Kemudian adanya program telah direncanakan dan dilaksanakan
namun ada beberapa program ditemukan tidak terlaksana karna minimnya
anggaran dana dan dipengaruhi kualitas sumber daya manusia sebelumnya.
Selanjutnya adanya target yang dicapai sudah ditetapkan namun target tidak
tercapai karena pelakasanaan program sebelumnya yang direncanakan mengalami
permasalahan dan kendala. Adapun hambatan selama ini dalam pelaksanaan tertib
lalu lintas dan angkutan jalan di Kecamatan Kotapinang yaitu disebabkan
kurangnya kualitas sumber daya manusia dan minimnya anggaran dana dari
APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang mempengaruhi terhadap program
dan target dari Dinas Perhubungan.

Kata Kunci: Implementasi, Tata Tertib, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam
mendukung pembangunan dan peningkatan kehidupan masyarakat. Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan harus berjalan tertib, tentram, nyaman dan supaya aktivitas
umum berjalan dengan lancar.

Secara umum masyarakat yang melakukan pergerakan dengan tujuan yang
berbeda-beda membutuhkan sarana penunjang pergerakan berupa angkutan
pribadi (mobil, sepeda motor) maupun angkutan umum (paratransit dan
masstransit). Angkutan umum paratransit merupakan angkutan yang tidak
memiliki rute dan jadwal yang tetap dalam beroperasi disepanjang rutenya,
sedangkan angkutan umum masstransit merupakan angkutan yang memiliki rute
dan jadwal yang tetap serta tempat pemberhentian yang jelas.

Perkembangan dalam berbagai bidang demi mewujudkan tujuan tersebut
diikuti dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi kendaraan
yang semakin lama semakin bervariasi, selain menggunakan kendaraan umum
untuk beraktivitas sehari-hari, masyarakat berangsur-angsur memilih kendaraan
pribadi untuk melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah, karena menganggap
banyak fasilitas angkutan umum yang kurang memadai dan aman serta tidak bisa
menjangkau ke seluruh wilayah kediaman penduduk yang menarik minat
masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor. Sehingga terjadi peningkatan

aktifitas masyarakat dan kendaraan bermotor yang sangat berpengaruh terhadap



kepadatan lalu lintas dijalan raya. Karena itu perlu ketertiban di jalan raya agar
terciptanya keamanan, keselamatan dan kelancaran dalam lalu lintas.

Ketertiban dan keamanan lalu lintas tergantung pada kondisi kendaraan
yang taat dan patuh terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku. Dalam hal ini
masyarakatlah yang merupakan salah satu faktor yang efektif berperan untuk
mematuhi suatu peraturan, namun kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan lalu
lintas masih sangat rendah.

Masalah lalu lintas merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dalam
kehidupan masyarakat sehari-hari, karena masyarakat akan selalu berhubungan
dengan lalu lintas. Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan
angkutan umum yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka lalu lintas dan
angkutan umum dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh
pemerintah daerah yang telah diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

Berdasarkan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja yang sering disebut Satpol PP
diharapkan dapat Menyelenggarakan Fungsi Penegakan Perda serta
penyelenggaraan ketertiban lalu lintas dan sebagai Pejabat yang Berwenang yaitu
Dinas Perhubungan diharapkan untuk Mengeluarkan lIzin Sesuai dengan Tugas
Pokok dan Fungsinya. Satpol PP memiliki kontribusi sangat penting yang
diharapkan menjadi awal yang baik untuk pedoman Pemerintah Daerah dalam

mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban



Umum untuk sehingga nantinya menumbuhkan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

yang tertib, tentram, dan lingkungan hidup yang sehat, nyaman, rukun dan

kepatuhan terhadap peraturan daerah yang berlaku.

Dalam menumbuhkan tertib, tentram, lingkungan yang sehat, nyaman dan

rukun di kecamatan Kotapinang melalui Dishub sebagai pejabat yang berwenang

dan Satpol PP sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Penanggulangan

Penyakit Masyarakat, tertulis pada Pasal 8 Ayat 1-4 berbunyi:

1)

2)

3)

Setiap pengendara kendaraan bermotor dan pengguna jalan wajib tertib
dalam berkendara dan menggunakan jalan.

Kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang, setiap orang
dan/atau badan dilarang:

a. membuat atau memasang portal, b. membuat atau memasang alat
pembatas kecepatan di jalan umum, c¢. membuat atau memasang pintu
penutup jalan, d. membuat, memasang, memindahkan, dan membuat tidak
berfungsi rambu-rambu lalu lintas, e. menggunakan ruang milik jalan tidak
sesuai dengan fungsinya, f. membongkar atau menggali jalan atau ruang
milik jalan, g. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang
mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut
yang terbuka, h. memasang reklame pada kendaraan; atau i. mengubah
jalan, mengubah fungsi jalan/posisi jalan/saluran tersier/sekunder.

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

a.membuat atau mendirikan terminal bayangan, b. membangun atau

memasang reklame, atau tulisan dan gambar yang bersifat pornografi,



provokatif, diskriminatif, bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan,

c. membuat bangunan atau konstuksi, atau memasang reklame yang dapat

mengganggu, menghalangi rambu lalu lintas, dan mengancam keselamatan

pengguna jalan, d. menempatkan sesuatu yang dapat mengganggu atau

menghalangi fungsi jalan, ruang milik jalan dan pengguna jalan, e.

merusak, mengambil atau memindahkan komponen bangunan pelengkap

jalan, kecuali untuk kepentingan dinas, f. menjajakan dagangan, mengemis
dan mengamen di jalan, g. bertempat tinggal dan/atau melakukan kegiatan
usaha di tempat dan/atau mengunakan tepi jalan, trotoar, gorong-gorong
dan emperan bangunan, h. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau
busuk dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

4) Setiap pengendara dan penumpang kendaraan dilarang membuang sampah
ke jalan atau ruang milik jalan.

Dalam implementasi kebijakan yang telah dilakukan Dinas Perhubungan
dengan unit Satpol PP di Kecamatan Kotapinang seperti tertib lalu lintas dan
angkutan jalan belum mendapatkan hasil dan dampak yang optimal bagi
masyarakat Kecamatan Kotapinang dalam merasakan dan menikmati ketertiban
dan ketentraman yang merupakan hak dan kewajiban masyarakat.

Dalam penelaan awal yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Nomor 5 Tahun 2019 dalam Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah
berjalan dan terlaksana namun hasilnya belum optimal, hal ini dapat dilihat

berdasarkan maksud dan tujuan dari kebijakan ini yaitu menumbuhkan Kabupaten



Labuhanbatu Selatan yang tertib, tentram, dan lingkungan hidup yang sehat,
nyaman, rukun dan kepatuhan terhadap peraturan daerah yang berlaku.

Namun belum adanya tindakan penertiban yang tegas kepada setiap
pengendara kendaraan bermotor dan pengguna jalan yang tidak atau belum tertib
dalam berkendara dan menggunakan jalan, belum adanya tindakan penertiban
bagi pengguna jalan yang menaikkan atau menurunkan barang di bahu jalan
bahkan hampir sampai setengah jalan yang menyebabkan kemacetan, belum
adanya tindakan tegas pemerintah bagi pengguna jalan atau masyarakat yang
mengganggu atau mengubah fungsi jalan seperti bertempat tinggal dan melakukan
kegiatan usaha di tepi jalan yang menyebabkan kemacetan yang berada di jalan
H.M Yamin dan membuat lahan parkir liar tanpa atas izin pejabat yang berwenang
yaitu dishub yang berada di jalan Jend. Ahmad Yani, jalan Mesjid Raya dan jalan
Lintas Sumatera yang khususnya di Pusat Kota Kecamatan Kotapinang.

Kemudian belum adanya tindakan yang tegas pemerintah daerah dalam
melakukan penertiban kepada masyarakat yg menggunakan ruang milik jalan
tidak sesuai fungsinya seperti masyarakat yg mengadakan suatu acara kemudian
mendirikan teratak maupun sejenis lainnya yang melewati batas dari perjanjian
sebelumnya di ruang milik jalan sehingga menutup seluruh jalan yang membuat
pengguna jalan lainnya merasa tidak terganggu dan terhambat dalam
menggunakan jalan.

Belum adanya tindakan pemerintah daerah dalam melakukan penertiban
kepada pengguna jalan yang membuat atau mendirikan terminal bayangan, seperti
mendirikan suatu loket bus maupun minibus di tepi jalan sehingga menaikkan

atau menurunkan penumpang di tepi jalan yang menyababkan kemacetan yang



berada di jalan Lintas Sumatera yang khususnya di Pusat Kota Kecamatan
Kotapinang.

Berdasarkan fenomena yang telah dideskripsikan dengan memperhatikan
kondisi yang terjadi dari masalah yang ada dan telah diuraikan di atas, maka
penulis tertarik membahas penelitian yang berjudul: IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PELAKSANAAN TERTIB LALU LINTAS DAN

ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN KOTAPINANG

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan
permasalahan penelitian yaitu Bagaimana Implementasi Kebijakan Pelaksanaan

Tetib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kotapinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Pelaksanaan

Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kotapinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah
a. Untuk menjadi informasi tambahan terhadap kinerja Pemerintah
Daerah, Pejabat yang berwenang dan Satuan polisi Pramong Praja
untuk lebih memperhatikan sektor tertib lalu lintas dan angkutan jalan

di Kecamatan Kotapinang.



b. Penelitian ini dapat menyumbangkan beberapa masukan dan saran

kepada Pemerintah Daerah, Pejabat yang berwenang dan Satuan polisi
Pamong Praja dalam pelaksanaan tertib lalu lintas Kecamatan
Kotapinang.

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan memberikan
sumbangan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan,

hasil peneltian ini juga sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB |

BAB I1

BAB 111

PENDAHULUAN
Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah,
Rumusan Masalah, Tujuan Masalah dan Manfaat Penelitian, dan

Sistematika Penulisan.

URAIAN TEORITIS

Pada bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang melandasi
penelitian, yang akan menguraikan tentang Implementasi,
Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian
Pelaksanaan, Pengertian Tertib, Pengertian Lalu Lintas, Pengertian
Angkutan, Pengertian Jalan dan Pengertian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.

METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi

Konsep, Kategorisasi, Key Informan dan Narasumber, Teknik



BAB IV

BAB V

Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Lokasi Penelitian
dan Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan hasil pengamatan dan penelitian dari sumber.

PENUTUP
Memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari hasil

penelitian.



BAB |1
URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi

Menurut (Wahab, 2008) imlementasi adalah tindakan-tindakan yang
dilakukan individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau
swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan
dalam keputusan kebijakan. Menurut (Wibawa, 2004), implementasi merupakan
suatu pelaksanaan arahan yang berarti pelaksanaan atau program tersebut
merupakan ketentuan dari yang telah ditetapkan.

Menurut (Setiawan, 2004) menyatakan implementasi adalah perluasan
aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan
untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.
Syukur dalam (Surmayadi, 2005) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam
proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
(2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan
akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan. (3) unsur
pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung
jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi
tersebut.

Menurut (Tangkilisan, 2007) menyatakan bahwa implementasi berkaitan
dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana
pada posisi eksekutif mengatur cara mengorganisasikan, menginterpretasikan dan

menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.
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Menurut (Mulyadi, 2015) Implementasi mengacu pada tindakan untuk
mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan
ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola
operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil
sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya
juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program
dilaksanakan.

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa
pengertian implementasi yaitu aktivtas, tindakan, pelaksanaan yang sudah
terencana yang dilakukan dan diarahkan untuk mencapai tujuan dari keputusan

suatu kebijakan yang telah ditetapkan.

2.2 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut (Friedrich & Carl, 1963) kebijakan publik adalah serangkaian
tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah, dalam suatu
lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-
kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka
mencapai tujuan tertentu. Menurut (Dunn, 2013) Kebijakan publik adalah
kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan
untuk mencapai tujuantujuan tertentu di masyarakat di mana dalam
penyusunannya melalui berbagai tahapan.

Menurut Anderson (Anggara,2014) kebijakan publik adalah kebijakan
yang dikembangkan oleh badan dan pejabat daerah. Menurut Dye (Anggara,
2014) kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak

dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat
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bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan agar kebijakan tersebut
mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian,
disinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Menurut (Islamy, 2000) kebijakan publik adalah suatu tindakan yang telah
ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang
memiliki suatu tujuan atau berorientasi pada suatu tujuan dalam kepentingan
semua masyarakat. Ditegaskan lagi bahwa dalam kebijakan publik dibuat benar-
benar atas nama sebuah kepentingan publik, untuk dalam mengatasi masalah dan
memenuhi keinginan dan tuntutan semua anggota masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas disimpulkan bahwa kebijakan
publik adalah suatu kebijakan yang dibuat pemerintah dan dilaksanakan atau tidak
dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk

memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat.
2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut (Winarno, 2005) Implementasi kebijakan publik adalah sebagai
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk
mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan
sebelumnya. (Mustopadidjaja, 2002) Implementasi kebijakan publik adalah suatu
keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul
dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintah.

Menurut (Dwijowijoto, 2003) mengemukakan implementasi kebijakan
publik adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk

mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan
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yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan

melalui formulasi kebijakan devirat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.
Menurut (Nurdin, 2002) implementasi kebijakan publik adalah cara

individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi

berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya. Menurut

(Aneta, 2010) mengemukakan implementasi kebijakan publik merupakan salah
satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah
kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima publik.

Dalam hal ini dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencaan
dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada
tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya maka tidak akan
jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk.

(Tachjan, 2016), mendefenisikan “Implementasi Kebijakan Publik adalah
Suatu proses kegiatan administratif yang terjadi setelah kebijakan ditetapkan dan
disetujui. Kegiatan ini terletak di antara politik dan evaluasi kebijakan.
Implementasi kebijakan mencakup logika top-down. Artinya, alternatif abstrak
atau berbasis makro direduksi atau dimaknai sebagai alternatif konkrit dan mikro.

Dari pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa
implementasi kebijakan publik merupakan kegiatan administratif yang telah
dilakukan oleh organisasi publik atau instansi pemerintah setelah kebijakan
ditetapkan dan disetujui untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu

kegiatan tertentu guna mencapai tujuan dari kebijakan.
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2.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Publik

Menurut (Edward 111, 1980) yang mengidentifkasi 4 faktor yang

memperngaruhi  baik  langsung  ataupun  tidak  langsung  dalam

mengimplementasikan kebijak publik antar lain:

1)

2)

Komunikasi, terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur
a) Keberhasilan suatu komunikasi yaitu tranmisi atau penyaluran
komunikasi yang baik, kejelasan komunikasi yang diterima dan
konsistensi.
i. Penyelasain komunikasi dengan baik
b) Kejelasan
I. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan.
ii. Dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana
¢) Konsisten
I. Suatu kebijakan harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau
dijalankan
Sumber daya, merupakan hal yang penting dalam mengimplementasikan
kebijakan terdiri dari beberapa elemen yaitu:
a) Staf
I. Jumlah staf harus memadai
ii. Berkompeten di dalam bidangnya
b) Informasi
i. Informasi cara melaksanakan kebijakan

ii. Informasi data kepatuhan dari para pelaksana
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c) Wewenang
i. Harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara
efektif
ii. Tidak menyalahgunakan wewenang
d) Fasilitas
i. Fasilitas sarana dan prasarana memadai

3) Disposisi implementor, implementasi akan terlaksana dengan baik jika
pengimplementasiannya bersikap baik atau sungguh-sungguh dan penuh
rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya.

4) Struktur birokrasi, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus
dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan
jalan melakukan koordinasi dengan baik, seperti:

a) Kerja sama banyak pihak
i. Dalam melaksanakan kebijakan didukung dari berbagai pihak
ii. Bekerja sama dari pihak pemerintah dan swasta
Selain itu ada pendapat yang menjelaskan tentang keberhasilan atau
kegagalan dari implementasi kebijakan publik disampaikan oleh (Weimer, David,
1992), menurut mereka ada 3 faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan dari
implementasi kebijakan publik yaitu:

1) Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai berapa besar
teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis
antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang

telah ditetapkan.
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2) Hakikat kerja sama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang
terlibat dalam kerjasama
3) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen
untuk mengelola pelaksanaannya.
Menurut (Grindle, 1980) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi
kebijakan tentunya juga tidak terlepas dari proses perumusan kebijakan yang
kelak membuahkan isi kebijakan yang akomodatif (menyesuaikan diri) serta

lingkungan dimana kebijakan itu di implementasikan.

2.5 Pengertian Tertib

Tertib adalah teratur; menurut aturan; rapi, sopan; dengan sepatutnya,
aturan; peraturan yang baik. Tertib adalah suatu keadaan dimana seseorang dapat
melakukan kegiatan secara baik dan teratur.

Menurut (Adiwimarta, 1992) Tertib adalah peraturan-peraturan yang harus
ditaati dan dilaksanakan. Menurut (Laggulung, 2004) Tertib bermakna adanya
susunan dan aturan dalam hubungan sesuatu bagian dengan bagian yang lain.

Dari definisi diatas disimpulkan bahwa tertib adalah seseorang
melaksanakan kegiatan secara taat dan teratur atas susunan peraturan yang telah

ditetapkan.

2.6 Pengertian Lalu Lintas

Dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 lalu lintas yaitu gerak

kendaraan dan orang di ruang lalu lintas dari satu tempat ke tempat yang lain.



16

Menurut Soekanto (Sumampow, 2013) menjelaskan lalu lintas yaitu
sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan dari tempat satu ke tempat yang
lainnya. Perjalanan yang dimaksudkan tidak hanya perjalanan dari jalur darat,
namun jalur laut dan jalur udara.

Menurut (Sasambe, 2016) Lalu lintas yaitu individu yang berpindah
dengan atau tanpa alat penggerak dari tempat satu ke tempat lainnya. Menurut
Poerwadarminta dalam kamus umum Bahasa Indonesia (1993) menyatakan bahwa
lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan dijalan
dan sebagainya.

Dari definisi diatas disimpulkan bahwa lalu lintas adalah manusia,
kendaraan yang bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya di
jalan atau fasilitas pendukung lainnya.

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna,
kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang
memenuhi persyaratan kelayakan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan
lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut

lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan.

2.7 Pengertian Angkutan

Angkutan adalah Angkutan (Transportasi) adalah kegiatan perpindahan
orang dan barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan
menggunakan sarana (kendaraan).

Menurut Morlok (1978) adalah kegiatan memindahkan atau mengangkut

sesuatu dari satu tempat ketempat lain. Menurut Bowersox (1981), transportasi
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adalah perpindahan barang atau penunpang dari satu tempat ketempat lain, dimana
produk dipindahkan ke tempat lain, dimana produk dipindahkan ke tempat tujuan
dibutuhkan.

Menurut  (Steenbrink, 1974), transportasi didefinisikan  sebagai
perpindahan orang dan atau barabg dengan menggunakan kendaraan atau alat lain
dari dan ketempat-tempat yang terpisah secara geografis. Menurut Salim (2000)
transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari
suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting
yaitu pemindahan/pergerakan dan secara fisik mengubah tempat dari barang
(komoditi) dan penumpang ke tempat lainnya.

Dari kesimpulan di atas bahwa angkutan adalah sarana (kendaraan) yang
berguna melakukan pemindahan penumpang atau barang dari tempat asal ke

tempat lainnya.

2.8 Jalan

Pengertian jalan adalah tempat untuk lalu lintas orang (kendaraan atau
sebagainya), jalan merupakan landasan yang bertujuan untuk melewatkan lalu
lintas dari suatu tempat ke tempat lainnya. Untuk itu jalan harus dibuat dengan
aman, cepat, tepat, nyaman, efesien dan ekonomis.

Berdasarkan UU RI No 22 Tahun 2009 Jalan adalah seluruh bagian jalan,
termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi
Lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah,
di bawah permukaaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan

rel dan jalan kabel.
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Silvia Sukirman (1994) menyebutkan bahwa jalan adalah jalur-jalur yang
di atas permukaan bumi yang dengan sengaja dibuat oleh manusia dengan
berbagai bentuk, ukuran-ukuran dan konstruksinya untuk dapat digunakan untuk
menyalurkan lalu lintas orang, hewan dan kendaraan yang mengangkut barang-
barang dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya dengan cepat dan mudah.
Dari defenisi diatas disimpulkan jalan adalah jalur yang menjadi landasan
bangunan pelengkap dan perlengkapannya untuk bertujuan menyalurkan lalu
lintas orang, kendaraan dan mengangung dari suatu tempat ke tempat lainnya.
2.8.1 Jenis-Jenis Jalan
a) Jalan Umum
Jalan umum merupakan jalan yang bisa dipakai semua orang
biasanya disediakan oleh pemerintah dengan menggunakan dana
negara. Jenis jalan ini bisa dipakai oleh kendaraan secara gratis.
Pembangunan dan perawatan jalan umum semuanya menggunakan
dana dari pemerintah. Pembuatan jalan umum memerlukan adanya
pembebasan lahan agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.
b) Jalan Tol
Jalan tol tidak terlalu berarti jalan yang memiliki ukuran besar.
Jalan tol adalah jalan yang penggunaannya berbayar. Apapun jenis
jalannya selama itu berbayar maka akan disebut jalan tol. Jalan tol
dibuat dengan menggunakan dana gabungan antara pemerintah dan
investor, tujuannya adalah menyediakan jalan bebas hambatan dan
bebas kemacetan untuk menghubungkan suatu titik kota dengan yang

lainnya secara cepat.
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c¢) Jalan Khusus
Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan
usaha, perseorangan, atau kemlompok masyarakat untuk kepentingan

sendiri.

2.8.2 Bagian-Bagian Jalan
a) Ruang manfaat jalan meluputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan
ambang pengamannya.
b) Ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah
tertentu di luar ruang manfaat jalan.
c) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik

jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

2.9 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berdasarkan UU RI No 22 Tahun 2009 Lalu lintas dan angkutan jalan
adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan
lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan,

pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.



BAB Il1

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan
pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu
fenomena dilapangan dan menjabarkan temuan di lapangan. Penelitian deskriptif
merupakan suatu penelitian yang dilakukan sesuai dengan fenomena yang terjadi
dan terlihat dilapangan yang dimana fokus utama pada penelitian deskriptif ini
hanya objek pada penelitiannya.

Menurut (Moloeng, 2016), pada penelitian deskriptif, data yang
dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu
disebabkan oleh adanya metode kualitaif. Selain itu, semua yang dikumpulkan
berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang
apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi
tindakan dan lain-lain.

Menurut (Sugiyono, 2016), penelitian kualitatif adalah penelitian yang
dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variable atau lebih
(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara satu

dengan variable lain.

20
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3.2 Kerangka konsep

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk dapat
mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih
sistematis. Selain itu, kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan
penelitian lebih terarah.

Berdasarkan judul penelitian, maka Batasan-batasan konsep yang dipakai

dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kabupaten Pelaksanaan Tertib Lalu
Labuhanbatu Selatan Nomor5 | mmp Lintas dan Angkutan Jalan di
Tahun 2019 Kecamatan Kotapinang

1 l

1. Menumbuhkan daerah yang
tertib, tentram, lingkungan
yang sehat, nyaman dan

Pemerintahan Daerah, Pejabat

rukun ‘ B dar, Satool
2. Terwujudnya Masyarakat yang erwensFr:g an Satpo

yang Mematuhi Peraturan
yang berlaku

Gambar. 3.2 Kerangka Konsep

3.3 Defenisi Konsep

Defenisi Konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan

secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat
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perhatian llmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian,

keadan kelompok atau individu tertentu.

Konsep-konsep dari penelitian ini adalah :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Implementasi yaitu yaitu aktivtas, tindakan, pelaksanaan yang sudah
terencana yang dilakukan dan diarahkan untuk mencapai tujuan dari
keputusan suatu kebijakan.

Kebijakan publik adalah suatu tindakan atau kebijakan yang dibuat
pemerintah dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan guna mencapai
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk memecahkan masalah-
masalah yang ada.

Implementasi kebijakan publik merupakan kegiatan administratif yang
telah dilakukan oleh organisasi publik atau instansi pemerintah setelah
kebijakan ditetapkan dan disetujui untuk mengatasi permasalahan yang
muncul dalam suatu kegiatan tertentu guna mencapai tujuan dari
kebiajakan.

Pelaksanaan adalah kegiatan untuk mendorong dan menggerakkan semua
anggota kelompok mengerjakan suatu program atau proyek guna mencapai
tujuan kebijakan yang telah siap.

Tertib adalah seseorang melaksanakan kegiatan secara taat dan teratur atas
susunan peraturan yang telah ditetapkan.

Lalu lintas adalah manusia, kendaraan yang bergerak atau berpindah dari
satu tempat ke tempat lainnya di jalan atau fasilitas pendukung lainnya.
Angkutan adalah sarana (kendaraan) yang berguna melakukan pemindahan

penumpang atau barang dari tempat asal ke tempat lainnya.
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8) Jalan adalah jalur yang menjadi landasan untuk bertujuan melewatkan lalu
lintas orang, kendaraan dan lainnya dengan cepat dari suatu tempat ke
tempat lainnya.

9) Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas
lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan,
prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna

jalan, serta pengelolaannya.

3.4 Kategorisasi penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel
penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian
pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Menurut (Tangkilisan, 2007)
menyatakan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang
diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi eksekutif mengatur
cara mengorganisasikan, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang
telah diseleksi.

Berikut kategorisasidari penelitian ini adalah:
a) Adanya komunikasi atau penyampaian informasi kebijakan
b) Adanya dukungan sumber daya manusia
¢) Adanya program yang akan dilaksanakan
d) Adanya target yang dicapai
3.5 Key Informan dan Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, maka peneliti

membutuhkan narasumber sebagai orang yang akan memberikan informasi yang
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dibutuhkan, serta menjalin kerja sama dengan peneliti. Adapun narasumber dalam

penelitian ini, yaitu:

a.

Sekretariat Dinas Perhubungan

Nama : Muhammad Taufig Ashari, S.H., M.H
Umur : 42 Tahun

Kanit Lalu Lintas

Nama : AKP Tarzuki

Umur : 54 Tahun

Kepala Satuan Satuan Polisi Pamong Praja
Nama : Drs. Abrar Salman, M.Pd

Umur : 55 Tahun

Masyarakat Pengguna Jalan

Nama : Ihsan Adha Dalimunthe

Umur : 31 Tahun

Masyarakat (Pedagang Kaki Lima di Pinggir Jalan)

Nama : Khoirul Bahri Harahap

Umur : 33 Tahun

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua

cara yakni :

a. Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh

secara langsung dilapangan atau tempat penelitian melalui wawancara
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suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang
diambil dari sumber data secara langsung melalui pertanyaan atau
dialog dengan satu orang atau lebih, terkait objek penelitian.
b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data lapangan dengan
menghimpun dan mengalisis dokumen-dokumen, baik dokumen
tertulis, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian
dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang

sistematis, padu dan utuh.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan
melakukan kegiatan pengolahan data-data yang telah dikumpulkan melalui
wawancara menjadi informasi-informasi, informasi-informasi tersebut dipilih
sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat disimpulkan menjadi kategorisasi-

kategorisasi penelitian untuk mengambil kesimpulan.

3.8 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni di Kantor Dinas
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Dinas Perhubungan Kecamatan
Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara. Adapun Penelitian

ini dilakukan pada Bulan Agustus sampai September 2022.

3.9 Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Singkat Kabupaten Labuhan Selatan
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Labuhanbatu Selatan disingkat Labusel adalah salah satu kabupaten yang
berada di provinsi Sumatera Utara. lbu kota Labuhanbatu Selatan berada di
Kecamatan Kotapinang. Kabupaten ini merupakan pemekeran dari Kabupaten
Labuhanbatu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 pada 24 Juni
2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pada masa masa
pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berdasarkan Pusat Statistik
Labuhanbatu Selatan 2021, penduduk Kabupaten ini berjumlah 316.798 jiwa
dengan kepadatan 88 jiwa/km?.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan pintu gerbang provinsi
Sumatra Utara ditinjau dari provinsi Riau. Kesultanan Kota Pinang dahulu terletak
di kabupaten ini, yang beribukotakan Kota Pinang. Perbatasan wilayah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu,
sebelah timur berbatasan dengan Kabupetn Rokan Hilir (Provinsi Riau), sebelah
selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas, sebelah barat berbatasan
dengan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Labuhanbatu.

3.9.2 Visi dan Misi Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Visi
“Labuhanbatu Selatan Sejahtera dan Bermartabat”

Misi
1. Mewujudkan masyarakat Labuhanbatu Selatan yang bermartabat dalam
kehidupan yang beriman dan bertagwa, tersedianya sandang pangan,
rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata
pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau dan

pendidikan yang gratis.
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2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjamin/assurance,
terjangkau, merata dan berkeadilan.

3. Mewujudkan Labuhanbatu Selatan dalam pemerintahan yang bersih dan
bebas dari KKN.

4. Mewujudkan Labuhanbatu Selatan yang bermartabat dalam peningkatan
kualitas pendidikan.

5. Menciptakan perekonomian yang kuat untuk menjamin pemerataan
kesejahteraan masyarakat melalui Perluasan Lapangan Kerja, peningkatan
kuantitas dan kualitas produksi pertanian, perkebunan, perikanan,
peternakan, penguatan lembaga keuangan dan koperasi serta
pengembangan potensi kawasan wisata.

6. Menciptakan sinergi pembangunan di bidang infrastruktur, pengendalian
ruang yang berwawasan lingkungan hidup.

3.9.3 Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Perhubungan Kabupaten
Labuhanbatu Selatan

a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Perhubungan
Mempunyai Tugas

1) Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang

ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Mempunyai Fungsi



1)

2)

3)

4)

5)

1)

1)

2)

3)
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Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan,
perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan,
perkretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan
jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
kabupaten.

Pelaksanaan administrasi dinas perhubungan kabupaten.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Perhubungan

Mempunyai tugas

melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

Mempunyai Fungsi

Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di Dinas
Perhubungan.
Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,

kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan
masyarakat, arsip, dan dokumentasi.

Penataan organisasi dan tata laksana.



4)

5)

1)

1)

2)

3)

4)
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Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; e.
pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan

Mempunyai tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
serta evaluasi dan pelaporan dalam urusan lalu lintas, penerangan,
angkutan, dan penguji sarana.

Mempunyai Fungsi

Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan
pengujian sarana.

Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan,
dan pengujian sarana.

Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan,
dan pengujian sarana.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pramong Praja

Mempunyai Tugas

1) menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
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2)

3)

4)

5)

6)

30

Mempunyai fungsi

Penyusunan  program dan pelaksanaan  penegakan Perda,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta
perlindungan masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Bupati.
Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman serta perlindungan masyarakat di daerah.

Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.

Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Bupati,
penyelenggaraan  ketertiban umum dan Kketenteraman  serta
perlindungan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan /atau aparatur lainnya.
Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar

mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Bupati.



3.10 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

PERENCANAAN
DAN PENGAWASAN

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN
DAN UMUM

BIDANG LALU LINTAS

BIDANG PRASARANA

SEKSI LALU LINTAS

SEKSI PERENCANAAN

SEKSI ANGKUTAN

SEKSI PEMBANGUNAN

KELOMPOK

KELOMPOK JABATAN

SEKSI PENGEMBANGAN

SEKSI PEMADUAN MODA

SEKSI LINGKUNGAN

KELOMPOK JABATAN
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh
melalui penelitian di lapangan melalui metode pengumpulan data yang telah
disebutkan pada bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak
dijawab dalam bab ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Pelaksanaan
Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kotapinang. Dalam
mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara
mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis, yaitu; pertama,
penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang
berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab. Kedua, penulis melakukan
wawancara dengan 5 orang informan penelitian yaitu Sekretaris Dinas
Perhubungan, Kanit Lantas Polsekta Kotapinang, Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja, 1 Masyarakat Pedagang Kaki Lima dan 1 Masyarakat Pengguna Jalan
Kecamatan Kotapinang.

Wawancara dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah
yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam
penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai
permasalahan penelitian skripsi ini. Pengumpulan data dilakukan selama kurang

lebih 1 bulan.
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Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Sekretaris Dinas
Perhubungan, Kepala Satpol PP, Kanit Lalu Lintas Polsek Kotapinang dan

masyarakat Kotapinang. Adapun keadaan narasumber adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Keadaan Narasumber berdasarkan Jabatan Dan Usia
No Nama Jabatan Usia
1 | Muhammad Taufig Anshari Sekretaris Dinas 42 Tahun
Siregar, S.H., MH Perhubungan
2 AKP Tarzuki Kanit Lalu Lintas 54 Tahun

3 | Drs. Abrar Salman, M.Pd Kepala Satuan Polisi | 55 Tahun
Pamong Praja

Ihsan Adha Masyarakat 31 Tahun
Khoirul Bahri Harahap Masyarakat 33 Tahun

ol

4.2 Hasil Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada
informan untuk diminta keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk tujuan
tertentu. Kedudukan yang diwawancarai adalah sumber informasi, sedangkan
pewawancara adalah penggali informasi. Dalam prakteknya ada beberapa jenis
wawancara yang dapat dilakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara individual
dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan
yang sudah disiapkan sebelumnya dan berstruktur. Berikut ini adalah penyajian
data-data yang diperoleh melalui metode wawancara dengan informan penelitian.
Adapun daftarpertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan
didalam penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan
dengan permasalahan dalam penel itian dan guna menjawab fenomena yang

tengah diteliti. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut:
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1. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin
Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin dikelompokkan menjadi
dua narasumber yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Pada tabel 4.2 berikut disajikan presentase untuk masing-masing kategori sebagai

berikut:
Tabel 4.2
Distribusi narasumber berdasarkan kelamin
No Jenis Kelamin Frekuensi
1 Laki-Laki 5
2 Perempuan 0
Jumlah 5

Sumber: Hasil Penelitian
Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa semua narasumber
berjenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 5 orang.
2. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur
Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi 3
kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30-40 tahun, 40-50 tahun dan 50-
60 tahun. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi masing-masing umur

sebagai berikut:

Tabel 4.3
Distribusi narasumber berdasarkan umur
NO Umur Frekuensi
1 30-40 Tahun 2
2 40-50 Tahun 1
3 50-60 Tahun 2
Jumlah 5

Sumber: Hasil Penelitian
Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa narasumber berumur 30-40

berjumlah 2 orang, 40- 50 tahun berjumlah 1 orang, 50-60 tahun 2 orang.
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3. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan
Distribusi narasumber berdasarkan pendidikan dikelompokkan menjadi 3
kelompok pendidikan yaitu narasumber dengan pendidikan SMA, S1 dan S2.

Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi masing-masing umur sebagai

berikut:
Tabel 4.4
Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan
No Pendidikan Frekuensi

1 SMA 2

2 S1 1

3 S2 2
Jumlah 5

Sumber: Penelitian

Berdasarkan tabel hasil penelitian 4.3 diatas dapat dilihat bahwa
narasumber pendidikan SMA dengan 2 frekuensi narasumber pendidikan S1
dengan frekuensi 1 dan narasumber pendidikan S2 memiliki 2 frekuensi.

4.3 ANALISIS DATA
4.3.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada
informan untuk diminta keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk tujuan
tertentu. Kedudukan yang diwawancarai adalah sumber informasi, sedangkan
pewawancara adalah penggali informasi. Dalam prakteknya ada beberapa jenis
wawancara yang dapat dilakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara individual
dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan
yang sudah disiapkan sebelumnya dan berstruktur. Berikut ini adalah penyajian
data-data yang diperoleh melalui metode wawancara dengan informan penelitian.

Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan
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didalam penelitian dan guna menjawab fenomena yang tengah diteliti. Adapun
hasil penelitiannya sebagai berikut:
1. Adanya Komunikasi atau Penyampaian Informasi Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 25
agustus 2022 dengan Bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, S.H., M.H
Sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang
pertanyaan Bagaimana cara komunikasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan
tertib lalu lintas dan angkutan jalan? Beliau mengatakan bahwasanya dinas
perhubungan yaitu telah melakukan sosialisasi tertib lalu lintas kepada masyarakat
dan berkordinasi dengan pihak dinas sapol pp dan pihak kepolisian lalu lintas
untuk mendukung bahwa pelaksanaan tertib lalu lintas harus mencegah,
mengawasi dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum
terkhusus tertib lalu lintas dan angkutan jalan untuk menumbuhkan tertib, tentram,
lingkungan hidup yang sehat, nyaman, dan rukun di kecamamatan Kotapinang.

Tentang pertanyaan apakah komunikasi atau penyampaian informasi sudah
efektif bagi masyarakat? Dinas perhubungan merasa komunikasi yang telah
dilakukan sudah efektif karena sudah membentuk forum LLAJ (lalu lintas dan
angkutan jalan) sesuai dengan Undang-Undang 2009 pasal 13 dan melakukan
pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas yang dilaksanakan dari daerah dan
diseleksi di pemerintahan pusat.

Tentang pertanyaan Apa saja hambatan yang dihadapi dalam melakukan
komunikasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut? Hambatan dan kendala

yang dirasakan dinas perhubungan yaitu masyarakat masih belum sadar akan
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keselematan berlalu lintas, kurangnya kesadaran masyarakat akan ketertiban lalu
lintas dan masih banyak masyarakat belum paham terhadap fungsi dari jalan.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 20
September 2022 dengan Bapak AKP Tarzuki Sebagai Kanit Lantas Polsek
Kotapinang tentang pertanyaan Bagaimana Komunikasi yang dilakukan dalam
penyelenggaraan Tertib lalu lintas dan angkutan jalan? Beliau mengatakan kami
pihak satlantas meminta kepada dinas perhubungan untuk melakukan sosialisasi
yaitu dengan menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan baik itu
membagikan brosur-brosur contoh tertib lalu lintas dan juga menggunakan toa
dipinggir jalan supaya mentaati peraturan lalu lintas tentang pengertian tujuan dari
peraturan yang berlaku.

Tentang pertanyaan Apakah Komunikasi sudah berjalan efektif dalam
pelaksanaan kebijakan bagi masyarakat? Beliau mengatakan masih belum, karna
latar belakang pendidikan masyarakat berbeda-beda. Ada yang mudah paham, ada
yang lambat paham dan bahkan tidak paham sama sekali terhadap sosialisasi yang
dilakukan.

Tentang pertanyaan hambatan yang dihadapi dalam  melakukan
komunikasi terhadap pelaksanaan kebijakan? Beliau mengatakan dari
kelatarbelakangan Pendidikan masyarakat tadi yang berbeda-beda sehingga
masyarakat ada yang kurang mengetahui bahkan sangat susah sekali memahami
pengertian dari peraturan yang ditetapkan sehingga masyarakat tidak peduli
terhadap peraturan tersebut.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 26

agustus 2022 dengan Bapak Drs. Abrar Salman, M.Pd Sebagai Kepala Bidang
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Satuan Polisi Pamong Praja tentang pertanyaan bagaimana komunikasi yang
dilakukan dalam penyelenggaraan ketertiban umum khususnya lalu lintas? Beliau
mengatakan bahwasanya pihak Satpol PP diminta dari dinas perhubungan untuk
membantu dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat. Adapun komunikasi
yang dilaksanakan ataupun yang dilakukan oleh Satpol PP dengan cara konsisten
melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat terkhusus pedagang
kaki lima yang berdagang di pinggir atau bahu jalan terkait pengertian fungsi dan
guna jalan yang merupakan bagian dari peraturan yang berlaku.

Tentang pertanyaan Apakah Komunikasi sudah berjalan efektif dalam
pelaksanaan kebijakan bagi masyarakat? Beliau mengatakan saya rasa belum
terlalu efektif, karena masyarakat aja kurang berminat dalam melakukan
sosialisasi, akan tetapi kami terus konsisten mengajak masyarakat agar mau
bersosialisasi dengan berbagai macam cara agar mereka tertarik dan berminat.

Tentang pertanyaan hambatan apa yang di hadapi dalam melakukan
sosialisasi? Beliau mengatakan hambatan nya masyarakat yang tidak semua mau
di ajak sosialisasi karena sibuk berdagang dan mereka mempunyai ego masing-
masing sehingga banyak masyarakat yang tidak mengerti terkait peraturan yang
berlaku.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 September 2022
dengan Bapak Khoirul Bahri Harahap merupakan salah satu masyarakat Pedagang
Kaki Lima tentang pertanyaan Bagaimana komunikasi atau sosialisasi peraturan
daerah yang dilakukan pemerintah daerah? Beliau mengatakan bahwa dishub dan
dinas satpol pp sudah melakukan sosialisasi dan penyuluhan langsung untuk

menjelaskan pengertian fungsi guna dari jalan tersebut.
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Tentang pertanyaan Apakah komunikasi yang dilakukan tersebut efektif
bagi masyarakat? Beliau mengatakan belum efektif sekali karana masih banyak
masyarakat yang tidak paham atas penjelasan dari peraturan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 27 Agustus
2020, dengan Bapak lhsan Adha selaku masyarakat pengguna jalan tentang
pertanyaan Bagaimana komunikasi atau sosialisasi peraturan daerah yang
dilakukan pemerintah daerah? Beliau mengatakan Sosialisasi yang dilakukan
Dishub dan Satlantas sudah berjalan di masyarakat dengan sosialisasi,
membagikan brosur-brosur kepada masyarakat

Tentang pertanyaan Apakah Komunikasi yang dilakukan tersebut efektif
bagi masyarakat? Beliau mengatakan saya rasa belum efekti karena sosialisasi
tidak dilakukan secara merata, dan pembagian brosur yang dilakukan kurang
memberi penjelasan dari gambar yang dibagikan sehingga masih banyak yang
kurang jelas dapat mengerti maksud arti brosur itu.

2. Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 25
agustus 2022 dengan Bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, S.H., M.H
Sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan tentang pertanyaan apakah Sumber daya
manusia atau pegawai sudah menjalankan tugas di bidangnya? Beliau mengatakan
Sumber Daya Manusia di Kantor Dinas Perhubungan ini sudah menjalankan
sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing menurut bidangnya karna begitu
perekrutan pegawai langsung dilakukan pelatihan langsung.

Tentang pertanyaan apakah pelaksanaan peraturan tertib lalu lintas sudah

berjalan efektif? Beliau juga mengatakan pelaksanaan tertib lalu lintas ini sudah
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berjalan namun belum begitu efektif karena kendala pada sumber daya manusia di
dishub ini masih terdapat pegawai dan staf yang masih kurang memahami dan
menguasai tentang isi dan penerapan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Tentang pertanyaan bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadpi?
dalam menghadapi kendala itu dishub melakukan edukasi, pendidikan,
pengembangan skill dan kemampuan terhadap pegawai yang masih membutuhkan
perhatian khusus guna mendukung kualitas sumber daya manusia di lingkungan
pemerintah Kotapinang.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 20
September 2022 dengan Bapak AKP Tarzuki Sebagai Kanit Lantas Polsek
Kotapinang tentang pertanyaan apakah SDM sudah menjalankan tugas sesuai
bidangnya? Beliau mengatakan SDM di Lantas ini sudah menjalankan dengan
baik karna semua pegawai sudah tau apa saja yang mau dikerjakan.

Tentang apakah Sumber Daya Manusia di Kepolisian Lantas dalam
pelaksanaan tertib lalu lintas sudah berjalan efektif? Beliau mengatakan sebagian
efektif sebagian belum, kami dari pihak lantas sudah berupaya melaksanakan
dengan seefektif mungkin akan tetapi Kembali lagi karna tergantung masyarakat
nya kembali, karna masyarakat merasa tujuan mereka tidak jauh dan merasa tidak
harus mengikuti aturan dari kebijakan sehingga masyarakat tidak merasa
perbuatan mereka itu melanggar aturan tertib lalu lintas, contoh nya memakai
helm, melengkapi surat kendaraan bermotor dan lainnya. Tapi mudah-mudahan

dari pihak lantas sudah mendekati standar keefektifan.
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Tentang pertanyaan bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi?
Beliau mengatakan memberi himbauan, bimbingan dan pengertian kepada
masyarakat tentang tertib lalu lintas tidak pernah bosan baik itu pagi, siang dan
sore hari. Dan jika ada terjadi ada kemacetan di simpang-simpang, kecelakaan dan
keributan di jalan kami langsung terjun kelapangan agar tidak sampai terjadi
kemacetan parah demi memperlancar arus lalu lintas.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 26
agustus 2022 dengan Drs. Abrar Salman, M.Pd Sebagai Kepala satuan satpol PP
tentang pernyataan apakah SDM sudah menjalankan tugas dibidangnya? Beliau
mengatakan Sumber Daya Manusia di Dinas Satpol PP ini Sebagian sudah
menjalankan tupoksi bidangnya sebagian lagi belum.

Tentang Apakah Sumber Daya Manusia di dinas ini dalam pelaksanaan
tertib lalu lintas sudah efektif? Beliau mengatakan belum, dikarenakan pegawai
yang di satpol pp ini masih ada beberapa yang belum paham atau mengusai
bidangnya masing-masing dalam melaksanakan ketertiban kepada masyarakat
yang mengganggu ketertiban umum khususnya masyarakat yang berdagang atau
berjualan di pinggir atau bahu jalan sehingga menyebabkan beberapa kendala saat
melaksanakan ketertiban yang membuat pelaksanaan belum efektif.

Tentang Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Beliau mengatakan
kami melakukan bimbingan dan pelatihan kepada pegawai khususnya pegawai
dilapangan tentang bagaimana menertibkan masyarakat secara baik dan dan bijak
dalam mengambil perbuatan agar jangan terjadi kerusuhan antara petugas dan

masyarakat di lapangan.
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3. Adanya Program yang Akan Dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 25
agustus 2022 dengan Bapak Muhammad Taufig Anshari Siregar, S.H., M.H
Sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan tentang pertanyaan apa saja program yang
telah dilaksanakan? Beliau mengatakan bahwa terdapat beberapa program yang
telah dilaksanakan oleh dinas perhubungan adalah kerjasama dengan satpol pp
dalam artian untuk ketertiban umumnya, menertibkan atau membersihkan
masyarakat yang membangun atau membuat tanpa atas izin dari perangkat yang
berwenang mengeluarkan izin tersebut dan berkerja sama dengan kepolisian lalu
lintas untuk tertib lalu lintas dan angkutan jalan, sedangkan program kami sendiri
membentuk forum LLAJ, pemilihan angkutan layak berlalu lintas, pelatihan
personil pengatur lalu lintas.

Tentang pertanyaan kendala apa yang dihadapi menjalankan program?
Beliau mengatakan yang menjadi hambatan dalam melaksanakan program ini,
semua program yang telah kami buat kembali lagi tergantung dana dari APBD
Kabupaten Labuhanbatu Selatan karna keterbatasan dari dana tersebut dapat
sangat mempengaruhi sekali program yang telah kami tetapkan dapat berjalan
atau tidak berjalan.

Tentang pertanyaan tindakan yang dilakukan dishub terhadap masyarakat
yang menghambat saat penertiban? beliau mengatakan selalu mengingatkan
kepada pengguna jalan akan pentingnya keselamatan berlalu lintas, dan bekerja
sama dengan polisi dalam penindakan yang melanggar lalu lintas karna tidak bisa

pihak dishub melakukan penindakan tanpa adanya pihak kepolisian. Dan terhadap
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masyarakat yang membuat atau mendirikan tanpa izin pihak dishub bekerja sama
dengan satpol pp untuk menertibkan di sepanjang bahu jalan atau badan jalan.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 20
September 2022 dengan Bapak AKP Tarzuki Sebagai Kanit Lantas Polsek
Kotapinang tentang pertanyaan apa saja program yang telah dilaksanakan? Beliau
mengatakan program kami lumayan banyak, menertibkan pengguna jalan baik itu
sepeda motor maupun mobil besar dan kecil, membuat jalur rekayasa apabila
terjadi kemacetan atau kecelakaan, penertiban parkir baik itu parkir resmi maupun
liar yang berada di pinggir jalan, penertiban angkutan besar seperti truk
pengangkutan yang melakukan bongkar muat di bahu jalan raya dan bus ataupun
minibus yang menaik atau menurunkan penumpang dijalan raya bukan yang
menyebabkan kemacetan.

Tentang pertanyaan kendala yang dihadapi dalam menjalankan program?
Beliau mengatakan kecamatan Kotapinang cuma memiliki jalan 1 jalur, tidak ada
jalan alternatif khusus untuk kendaraan besar yang melakukan bongkar muat
barang di kawaasan khusus untuk truk pengangkutan dan bus ataupun minibus
yang melakukan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal Kkhusus
tanpa harus melewati pusat kota, tetapi walaupun belum ada jalan alternatif ,
Kawasan khusus untuk truk pengangkutan dan terminal khusus tersebut, kami
selalu berupaya supaya jangan ada kemacetan yang terjadi.

Tentang pertanyaan tindakan apa yang dilakukan terhadap pengguna jalan
yang melanggar tertib lalu lintas dan angkutan jalan? Beliau mengatakan

membuat peringatan, teguran, himbauan supaya masyarakat mengerti tentang
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aturan tertib lalu lintas ini, teguran ini sampai sebanyak 2 kali, ke 3 kali baru kita
beri sanksi atau tilang langsung.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 26
agustus 2022 dengan Drs. Abrar Salman, M.Pd Sebagai Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja tentang program apa saja yang telah dilaksanakan? Beliau
mengatakan bekerja sama dengan pihak dishub melakukan sosialisasi terkait
dengan guna fungsi jalan jalan karna dishub yang mengetahui ukuran dan bagian
bahu jalan dan kami akan melakukan menertibkan masyarakat yang membangun
jualan di tepi jalan membangun atau mendirikan terminal bayangan dan
mengubah fungsi jalan tanpa atas izin yang berwenang dengan melakukan
himbauan atau peringatan langsung untuk segara membereskan atau
membersihkan area bahu jalan agar jangan berjualan di bahu jalan dan jangan
membuat terminal bayangan dan jika tidak kami akan melakukan penggusuran
secara paksa.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 september 2022
dengan Bapak Khoirul Bahri Harahap selaku masyarakat Pedagang Kaki Lima
tentang pertanyaan apakah Program yang dilaksanakan oleh pihak dishub dan
satpol pp melakukan himbauan kepada masyarakat sudah sesuai dengan
kebutuhan masyarakat? Beliau mengatakan pihak dishub dan satpol pp selalu
konsisten dan rutin dalam melakukan penyuluhan dan memberi himbauan atau
peringatan, akan tetapi penyuluhan atau himbauan tersebut dinilai kurang sesuai
kebutuhan masyarakat karna mereka tidak adanya memberikan solusi terhadap
kami, dimana jika kami pindah berjualan pemerintah tidak menyediakan tempat

khusus untuk kami berjualan.
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Tentang pertanyaan bagaimana harapan masyarakat pedagang kaki lima
tentang program dari dishub dan satpol pp? Beliau mengatakan Kami berharap
pemerintah menyediakan suatu tempat yang lebih besar buat kami para pedagang
kaki lima agar dapat berjualan dengan tertib tanpa harus dipinggir jalan. Memang
pemerintah menyediakan pasar khusus tetapi tidak cukup besar dan kami tidak
muat berjualan di sana, jika tidak dibuatkan kami akan tetap berjualan disini
walaupun mereka tiap saat selalu kesini.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara tanggal 27 Agustus 2022 dengan
Bapak Ihsan Adha sebagai masyarakat pengguna jalan tentang pertanyaan apakah
Program yang dilaksanakan oleh pihak dishub dan kepolisian lalu lintas
melakukan himbauan kepada masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan
masyarakat? beliau mengatakan memang mereka melakukan himbauan kepada
pengguna jalan akan tetapi kalau cuma begitu saya merasa kurang sesuai
kebutuhan masyarakat.

Tentang pertanyaan bagaimana harapan masyarakat pedagang kaki lima
tentang program dari dishub dan kepolisian lalu lintas? Beliau mengatakan kami
berharap pihak dishub dan kepolisian lalu lintas melukakan penindakan yang
tegas dalam pelakasanaan penertiban jika perlu langsung diberikan sanksi
terhadap parkir liar di pinggir jalan bahkan angkutan besar yang melakukan
bongkar muat di pinggir jalan yang dimana kadang memakan separuh jalan yang

menyebabkan kemacetan yang parah bukan Cuma himbauan atau peringatan saja.
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4. Adanya Target yang Dicapai

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 25
agustus 2022 dengan Bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, S.H., M.H
Sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan tentang target apa yang ingin dicapai
dalam pelaksanaan tertib lalu lintas? Beliau mengatakan bahwa target dishub
labusel mendapat dukungan dari stakeholder dan seluruh masyarakat kecamatan
Kotapinang untuk Bersama-sama memajukan kabupaten Labuhanbatu Selatan
terkhusus kecamatan Kotapinang dalam berkeselamatan dan ketertiban berlalu
lintas.

Tentang pertanyaan target apa yang belum tercapai dan bagaimana cara
mencapainya? Beliau mengatakan target yang belum tercapai yaitu dishub labusel
belum pernah menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha. Wahana Tata
Nugraha adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia
kepada Kabupaten/kota yang mampu menata transportasi publik dengan baik
berdasarkan Permen Perhubungan No.35 tahun 2018. Dan Cara mencapai target
yang belum tersebut pihak dishub memnita dukungan masyarakat Kotapinang dan
pihak-pihak yang bekerja sama dengan pihak dishub dan APBD dari kabupaten
Labusel untuk melakukan ketertiban LLAJ lebih baik dan konsisten lagi dalam
menjalankan program.

Tentang Pertanyaan Target Apa yang ingin dicapai kedepannya? Beliau

mengatakan Target dishub kedepan ingin membuat satu Kawasan tertib lalu lintas
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dibuat berdasarkan Undang-undang yang mana Kawasan tersebut didukung oleh
sarana-prasarana fasilitas perlengkapan jalan.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 20
September 2022 dengan Bapak AKP Tarzuki Sebagai Kanit Lantas Polsek
Kotapinang tentang pertanyaan target apa yang dicapai dalam tertib lalu lintas?
Beliau mengatakan masyarakat cenderung lebih pintar dalam memahami tertib
lalu lintas ini dan masyarakat tidak bandel lagi ketika kami sedang melaksanakan
penertiban.

Tentang pertanyaan target apa yang belum dicapai dan bagaimana cara
mencapainya? Beliau mengatakan target yang belum tercapai membuat jalan
alternatif untuk angkutan besar bongkar muat makanya banyak terjadi kecelakaan
karna jalanan Kita ini tanjakan kemudian turunan yang membuat banyak rem
blong. Dan cara mencapainya kami sudah mengkoordinasikan dengan pihak Dinas
Perhubungan untuk membuat lokasi bongkar muat tetapi belum ada lokasi atau
tempat yang cocok atau sesuai sampai sekarang.

Tentang Target apa yang ingin dicapai kedepannya? Beliau mengatakan
kami pihak lantas berharap semua pejabat yang berwenang dalam tertib lalu
lintas ini lebih giat berkerja sama lagi dalam pelaksanaan ini, dan pemerintah
daerah segera membuat fasilitas sarana-prasarana untuk kebutuhan masyarakat
pengguna jalan agar menciptakan kabupaten Labuhanbatu Selatan khusunya
kecamatan Kotapinang yang tertib, nyaman dan lingkungan yang sehat.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 26
agustus 2022 dengan Drs. Abrar Salman, M.Pd Sebagai Kepala Satuan Polisi

Pamong Praja tentang target apa yang dicapai dalam pelaksanaan ini? Beliau
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mengatakan target yang ingin dicapai meningkatnya kesadaran, ketertiban dan
pemahaman masyarakat dalam guna fungsi jalan dan bahu jalan untuk kemajuan
kecamatan Kotapinang ini.

Tentang pertanyaan target apa yang belum tercapai dan bagaimana cara
mencapainya? Beliau mengatakan target yang belum tercapai masyarakat belum
mau tertib dan mengikuti peraturan lalu lintas dan angkutan jalan dikarenakan
keegoisan dari masing-masing masyarakat. Dan cara untuk mencapai target belum
tercapai, beliau mengatakan melakukan penertiban lebih tegas bila perlu
menggusur bagi yang mengubah fungsi bahu jalan akan tetapi harus bekerja sama
dengan pihak dishub.

Tentang pertanyaan target apa dari dinas satpol pp kedepannya? Beliau
mengatakan menciptakan kecamatan kotapinang ini bersih dari masyarakat yang
berjualan dan membangun tempat tinggal yang berdiri tanpa atas izin pihak yang
berwenang disepanjang bahu atau tepi jalan diseluruh Kecamatan Kotapinang.

4.4 KOMBINASI SATUAN LALU LINTAS DAN KEPALA SATPOL PP
DENGAN MASYARAKAN PENGGUNA JALAN

Adanya Kombinasi yang dilakukan adalah untuk mendapatkan
perbandingan penjelasan yang diberikan oleh pihak-pihak yang dikombinasikan.
Kombinasi akan membahas mengenai kategori yang terdapat didalam penelitian.
Untuk itu kombinasi dapat dilihat dalam deskriptif penjelasan narasumber
dibawah ini :

4.4.1 Kombinasi Antar Narasumber Bapak AKP Tarzuki (Kanit Lantas) dan

Bapak Drs. Abrar Salman, M.Pd (Kepala SatPol PP) dengan Bapak lhsan
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Adha Bahri (masyarakat pengguna jalan) Terhadap Kategori Adanya

Komunikasi atau Penyampaian Informasi Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan terhadap adanya
komunikasi atau penyampaian informasi kebijakan, Bapak AKP Tarzuki selaku
kanit lantas mengatakan kami pihak satlantas meminta kepada dinas perhubungan
untuk melakukan sosialisasi yaitu dengan menghimbau kepada masyarakat
pengguna jalan baik itu membagikan brosur-brosur contoh tertib lalu lintas dan
juga menggunakan toa dipinggir jalan supaya mentaati peraturan lalu lintas
tentang pengertian tujuan dari peraturan yang berlaku.

Hal ini juga didukung oleh penjelasan oleh dari bapak Drs. Abrar Salman,
M.Pd selaku kepala satpol pp yang mengatakan adanya penginformasian yang
dilakukan oleh dinas perhubungan kepada pihak satuan polisi pamong praja untuk
bisa membantu komunikasi yang dilakukan kepada sasaran masyarakat.
Kemudian kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat juga
sepenuhnya dijalankan. Kemudian kedua penjelasan tesebut diperkuat oleh
Masyarakat Pengguna Jalan bapak lhsan Adha mengatakan sosialisasi yang
dilakukan Dishub dan Satlantas sudah berjalan di masyarakat dengan sosialisasi,
membagikan brosur-brosur kepada masyarakat

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwasanya pihak satlantas dengan

pihak satpol pp melakukan penyampaian informasi mengenai peraturan lau lintas
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kepada seluruh masyarakat. Penyampaian informasi yang dilakukan dengan cara

sosialiasi kepada seluruh masyarakat.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang memiliki kendala
pada saat penyampaian informasi. Kendala tersebut dijelaskan oleh bapak AKP
Tarzuki selaku kanit lantas kelatarbelakangan Pendidikan masyarakat tadi yang
berbeda-beda sehingga masyarakat ada yang kurang mengetahui bahkan sangat
susah sekali memahami pengertian dari peraturan yang ditetapkan sehingga
masyarakat tidak peduli terhadap peraturan tersebut.. hal ini juga didukung oleh
penjelasan Drs. Abrar Salman, M.Pd selaku kepala polisi pamong praja beliau
mengatakan kendala yang dihadapi yaitu masyarakat yang tidak semua mau di
ajak sosialisasi karena sibuk berdagang dan mereka mempunyai ego masing-
masing sehingga masyarakat tidak mengerti terkait peraturan yang berlaku.

Kendala yang dijelaskan oleh kedua pihak diatas merupakan faktor yang
menjadikan sosialisasi yang dilakukan belum efektif. Hal ini menjadikan kegiatan
sosialisasi harus perlu memiliki suatu komunikasi yang penyampaiannya
menggunakan bahasanya mudah dipahami masyarakat tersebut. Karena dengan
melihat penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahawasanya sasaran masyarakat
dalam sosialisasi masih banyak berlatar belakang pendidikan yang rendah.
Sementara itu sosialisasi ini juga dilakukan kepada pedagang kaki lima, oleh
sebab itu pihak terkait dalam bidang lalu lintas haruslah memiliki suatu

pendekatan baik kepada para pedagang sebelum melakukan sosialisasi. Agar
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pedagang dapat memiliki pemikiran kegiatan sosialisasi ini penting untuk diikuti
mereka.

4.4.2 Kombinasi Antar Narasumber Bapak AKP Tarzuki (Kanit Lantas) dan
Bapak Drs. Abrar Salman, M.Pd (Kepala SatPol PP) dengan Bapak Ihsan
Adha Bahri (masyarakat pengguna jalan) Terhadap Kategori Adanya
Dukungan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari narasumber terhadap adanya
Adanya dukungan sumber daya manusia. Bapak AKP Tarzuki selaku Kanit
satlantas, Beliau mengatakan SDM di Lantas ini sudah menjalankan dengan baik
karna semua pegawai sudah tau apa saja yang mau dikerjakan. Hal ini
menunjukkan bahwa satlantas menilai sumber daya manusia dalam bidang ini
telah menjalankan tugasnya pada bidangnya masing-masing. Sementara itu
sumber daya manusia pada satuan pamong praja masih sebahagian saja yang
menjalankan tugas pada bidangnya. Untuk sumber daya manusia lainnya masih
belum menjalankan tugasnya dengan baik. hal ini dijelaskan oleh bapak Drs.
Abrar Salman, M.Pd selaku kepala satuan pamong praja. Beliau mengatakan
Sumber Daya Manusia di Dinas Satpol PP ini Sebagian sudah menjalankan
tupoksi bidangnya sebagian lagi belum.

Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki pada penjelasan yang
diberikan oleh narasumber dari satuan polisi pamong praja diatas haruslah
diperhatikan. Keterbatasan sumber daya manusia yang terdapat pada satuan
pamong praja Yyaitu Hal ini agar dapat terciptanya tujuan yang diharapkan kepada
masyarakat mengenai tertib lalu lintas. Kepala satuan polisi pamong praja

menjelaskan sudah memiliki cara agar mengatasi keterbatasan sumber daya
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manusia. Beliau mengatakan kami melakukan bimbingan dan pelatihan kepada
pegawai khususnya pegawai dilapangan tentang bagaimana menertibkan
masyarakat secara baik dan dan bijak dalam mengambil perbuatan agar jangan

terjadi kerusuhan antara petugas dan masyarakat di lapangan.

Pelaksanaan tertib lalu lintas sangat memerlukan sumber daya manusia
yang baik. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan tertib lalu lintas dapat lebih efektif
diterapkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu sumber daya manusia pada pihak yang
berwenang harusnya efeisien terhadap tugas yang diberikan. Pada pihak satuan
lalu lintas juga harus saling membantu untuk mengatasi sumber daya manusia
pada satuan polisi pamong praja, dimana pihak satuan lalu lintas memberikan
saran ataupun memperlihatkan tindakan yang baik kepada pihak satuan pamong
praja. Hal ini dilakukan karena sesuai dengan penjelasan bapak AKP Tarzuki
selaku Kanit satlantas bahwa sumber daya manusia yang dimiliki sudah baik
dalam pelaksanaan di bidangnya.

Pihak satuan lalu lintas memang memiliki sumber daya manusia yang baik
dalam bidangnya menjalankan tugas. Namun, keefektifan sumber daya manusia
masih belum baik. Pihak dalam satuan polisi lalu lintas bertugas dengan baik akan
tetapi belum efektif. Hal ini dikarenakan masyarakat pada umumnya masih
banyak yang melanggar peraturan lalu lintas. Satlantas sangat mengharapkan
adanya ketaatan peraturan yang dimiliki mayarakat terhadap aturan berlalu lintas.
Satlantas juga tidak menyerah dengan belum efektifnya sumber daya manusia
yang dimiliki masyarakat. Pihak satuan polisi lalu lintas memiliki cara untuk

mengatasi ketidak efektifan yang terjadi.
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Hal ini dapat dilihat melalui penjelasan bapak AKP Tarzuki selaku Kanit

satlantas Beliau mengatakan memberi himbauan, bimbingan dan pengertian
kepada masyarakat tentang tertib lalu lintas tidak pernah bosan baik itu pagi, siang
dan sore hari. Dan jika ada terjadi ada kemacetan di simpang-simpang, kecelakaan
dan keributan di jalan kami langsung terjun kelapangan agar tidak sampai terjadi
kemacetan parah demi memperlancar arus lalu lintas.
4.4.3 Kombinasi Antar Narasumber Bapak AKP Tarzuki (Kanit Lantas) dan
Bapak Drs. Abrar Salman, M.Pd (Kepala SatPol PP) dengan Bapak lhsan
Adha Bahri (masyarakat pengguna jalan) Terhadap Kategori Adanya
Program Yang Dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan, Bapak AKP Tarzuki
selaku kanit lantas mengatakan program kami lumayan banyak, menertibkan
pengguna jalan baik itu sepeda motor maupun mobil besar dan kecil, membuat
jalur rekayasa apabila terjadi kemacetan atau kecelakaan, penertiban parkir baik
itu parkir resmi maupun liar yang berada di pinggir jalan, penertiban angkutan
besar seperti truk pengangkutan yang melakukan bongkar muat di bahu jalan raya
dan bus ataupun minibus yang menaik atau menurunkan penumpang dijalan raya
bukan yang menyebabkan kemacetan.

Sementara pihak satpol pp mengatakan bahwasanya mereka juga memiliki
program yang dilaksanakan. Program yang dilaksanakan pada polisi pamong praja
bekerjasama dengan dishub yaitu mensosialisasikan aturan lalu lintas. Seperti
penjelasan yang diberikan oleh bapak Drs. Abrar Salman, M.Pd selaku kepala
satpol pp mengatakan bekerja sama dengan pihak dishub melakukan sosialisasi

terkait dengan guna fungsi jalan jalan karna dishub yang mengetahui ukuran dan
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bagian bahu jalan dan kami akan melakukan menertibkan masyarakat yang
membangun jualan di tepi jalan membangun atau mendirikan terminal bayangan
dan mengubah fungsi jalan tanpa atas izin yang berwenang dengan melakukan
himbauan atau peringatan langsung untuk segara membereskan atau
membersihkan area bahu jalan agar jangan berjualan di bahu jalan dan jangan
membuat terminal bayangan dan jika tidak kami akan melakukan penggusuran
secara paksa. Penjelasan kedua narasumber tersebut dibenarkan oleh bapak Ihsan
Adha selaku masyarakat pengguna jalan, beliau mengatakan memang mereka
melakukan himbauan kepada pengguna jalan akan tetapi kalau cuma begitu saya
merasa kurang sesuai kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan program yang dibuat oleh masing-masing pihak memliki
tindakan setelah dilakukannya program tersebut. hal ini dijelaskan oleh
narasumber bapak Bapak bapak Drs. Abrar Salman, M.Pd selaku kepala satpol pp
mengatakan bahwa perlunya pemberitahuan kembali terhadap peraturan lalu lintas
dan memberikan ketegasan berupa sanksi kepada setiap masyarakat yang
melanggar peraturan lalu lintas. Untuk itu pihak stuan polisi lalu lintas juga telah
memberikan himbauan kembali kepada masyarakat mengenai aturan tata tertib
berlalu lintas, seperti yang di jelaskan oleh bapak AKP Tarzuki selaku kanit
lantas mengatakan membuat peringatan, teguran, himbauan supaya masyarakat
mengerti tentang aturan tertib lalu lintas ini, teguran ini sampai sebanyak 2 Kkali,
ke 3 kali baru kita beri sanksi atau tilang langsung.

Berdasarkan hal diatas dapat dilihat bahwa pihak semua pihak yang

dikombinasi telah menjalankan program yang dimiliki dengan baik. program yang
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dilakukan juga memiliki tindakan tegas atas pelanggaran yang dilakukan. Bentuk
tindakan tegas tersebut berupa sanksi yang diberikan, seperti tindakan langsung.

4.4.4 Kombinasi Antar Narasumber Bapak AKP Tarzuki (Kanit Lantas) dan
Bapak Drs. Abrar Salman, M.Pd (Kepala SatPol PP) dengan Bapak Ihsan

Adha Bahri (masyarakat pengguna jalan) Terhadap Target Yang Dicapai

Target yang dicapai merupakan suatu tujuan yang harus didapatkan atas
program yang telah dilaksanakan. Untuk pencapaian target yang dimiliki
diketahui berdasakan penjelasan dari narasumber. Seperti penjelasan yang
diberikan oleh bapak AKP Tarzuki selaku kanit lantas mengatakan masyarakat
cenderung lebih pintar dalam memahami tertib lalu lintas ini dan masyarakat tidak
bandel lagi ketika kami sedang melaksanakan penertiban. Sementara itu
penjelasan dari Bapak Drs. Abrar Salman, M.Pd kepala satpol pp mengatakan
target yang ingin dicapai meningkatnya kesadaran, ketertiban dan pemahaman
masyarakat dalam guna fungsi jalan dan bahu jalan untuk kemajuan kecamatan
Kotapinang ini.

Berdasarkan penjelasan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa setiap
pihak telah memiliki target yang ingin dicapai. Pencapaian taget yang diharapkan
juga bertujuan agar masyarakat dapat memahami peraturan lalu lintas. Akan
tetapi, masih terdapat target yang belum tercapai atas dilaksanakannya suatu
program. Dimana dapat dilihat melalui penjelasan Bapak AKP Tarzuki selaku
kanit lantas Beliau mengatakan kami pihak lantas berharap semua pejabat yang

berwenang dalam tertib lalu lintas ini lebih giat berkerja sama lagi dalam
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pelaksanaan ini, dan pemerintah daerah segera membuat fasilitas sarana-prasarana
untuk kebutuhan masyarakat pengguna jalan agar menciptakan kabupaten
Labuhanbatu Selatan khusunya kecamatan Kotapinang yang tertib, nyaman dan
lingkungan yang sehat.

Selanjutnya dijelaskan juga oleh bapak Abrar Salman, M.Pd kepala satpol
pp target yang belum tercapai masyarakat belum mau tertib dan mengikuti
peraturan lalu lintas dan angkutan jalan dikarenakan keegoisan dari masing-
masing masyarakat. Dan cara untuk mencapai target belum tercapai, beliau
mengatakan melakukan penertiban lebih tegas bila perlu menggusur bagi yang
mengubah fungsi bahu jalan akan tetapi harus bekerja sama dengan pihak dishub.
Pencapaian yang masih belum didapatkan menjadikan pihak terkait untuk lebih
memaksimalkan program yang dilaksanakan dan mengetahui kendala yang
dihadapi serta penanganan yang harus dilakukan saat terjadinya kendala tersebut.
45 KOMBINASI DISHUB DAN PKL DENGAN MASYARAKAN
PENGGUNA JALAN

Adanya Kombinasi yang dilakukan adalah untuk mendapatkan
perbandingan penjelasan yang diberikan oleh pihak-pihak yang dikombinasikan.
Kombinasi akan membahas mengenai kategori yang terdapat didalam penelitian.
Untuk itu kombinasi dapat dilihat dalam deskriptif penjelasan narasumber
dibawah ini :

45.1 Kombinasi Antar Narasumber Bapak Muhammad Taufiq Anshari
Siregar, SH., M.H (Sekertaris Dishub) dan Bapak lhsan Adha Bahri

(masyarakat pengguna jalan) dengan Bapak Khairul Bahri Harahap
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(masyarakat pedagang kaki lima) Terhadap Kategori Adanya Komunikasi
atau Penyampaian Informasi Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan, Bapak Muhammad Taufiq
Anhsari, S.H, M.H (sekretaris dishub) Beliau mengatakan bahwasanya dinas
perhubungan vyaitu telah melakukan sosialisasi tertib lalu lintas kepada
masyarakat, dimana salah satu masyarakat tersebut adalah pedagang kaki lima
(PKL), dan berkordinasi dengan pihak dinas satuan polisi pamong praja (Satpol
PP) dan pihak kepolisian lalu lintas untuk mendukung bahwa pelaksanaan tertib
lalu lintas harus mencegah, mengawasi dan menindak setiap kegiatan yang
mengganggu ketertiban umum terkhusus tertib lalu lintas dan angkutan jalan
untuk menumbuhkan tertib, tentram, lingkungan hidup yang sehat, nyaman, dan
rukun di Kecamatan Kotapinang. Bentuk penyampaian komunikasi yang
dilakukan dengan terhadap kelompok sasarannya dengan cara melakukan
sosialisasi dengan masyarakat, pedagang, organisasi masyarakat yang berada pada
lingkungan pemerintah Kotapinang. Hal ini didukung oleh penjelasan bapak ihsan
adha selaku pengguna jalan beliau mengatakan bahwasanya sosialisasi yang
dilakukan Dishub dan Satlantas sudah berjalan di masyarakat dengan sosialisasi,
membagikan brosur-brosur kepada masyarakat. Kemudian kegiatan sosialisasi
yang dilakukan kepada masyarakat juga sepenuhnya dijalankan, hal ini diperkuat
oleh Khoirul Bahri Harahap Beliau mengatakan bahwasanya dinas perhubungan
dan satuan polisi pamong praja sudah melakukan kegiatan sosialisasi tersebut.
Sosialisasi yang dilakukan membahas fungsi dan guna jalan.

Kegiatan sosialisasi yang dijalankan juga memiliki hambatan. Hambatan

yang terjadi yaitu dikarenakan masyarakat masih belum sadar akan keselematan
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berlalu lintas, kurangnya kesadaran masyarakat akan ketertiban lalu lintas dan
masih banyak masyarakat belum paham terhadap fungsi dari jalan. Hal ini
dijelaskan oleh bapak Muhammad Taufig Anshari Siregar, SH., M.H selaku
sekertaris dinas perhubungan. Kemudian didukung dengan penjelasan bapak Drs.
Abrar Salman M.Pd selaku kepala satuan polisi pamong praja dan Khoirul Bahri
Harahap selaku pedagang kaki lima terkait hambatan lain yang terdapat didalam
kegiatan sosialisasi yaitu hambatannya masyarakat yang tidak semua mau diajak
sosialisasi karena sibuk berdagang dan mereka mempunyai ego masing-masing
sehingga masyarakat tidak mengerti terkait peraturan yang berlaku.

Hambatan yang dihadapi oleh pihak dinas perhubungan serta satuan polisi
pamong praja dapat diatasi. Hal ini bertujuan agar sosisalisasi yang dilakukan
dapat menjadi efektif. Oleh sebab itu langkah yang dilakukan agar dapat
menjadikan kegiatan efektif yaitu karena sudah membentuk forum LLAJ (lalu
lintas dan angkutan jalan) sesuai dengan Undang-Undang 2009 pasal 13 dan
melakukan pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas yang dilaksanakan dari
daerah dan diseleksi di pemerintahan pusat, hal ini dejelaskan oleh bapak
Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H selaku sekertaris dinas
perhubungan. Untuk hambatan lainnya juga telah dapat diatasi, karena pihak
penyelenggara sosialisasi memberikan informasi ini untuk dapat diberitahukan
ataupun dijelaskan kembali kepada masyarakat lainnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwasanya penjelasan yang
diperoleh dari pihak yang dikombinasikan terhadap kategori adanya komunikasi
atau penyampaian informasi kebijakan telah terimplementasi dengan baik melalui

suatu kegiatan yang dilakukan yaitu sosialisasi. Walaupun pada saat menjalankan
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sosialisasi terdapat hambatan yang dialami, akan tetapi dapat langsung diatasi oleh
pihak yang yang menyelenggarakan sosialisasi.

4.5.2 Kombinasi Antar Narasumber Bapak Muhammad Taufig Anshari
Siregar, SH., M.H (Sekertaris Dishub) dan Bapak lhsan Adha Bahri
(masyarakat pengguna jalan) dengan Bapak Khairul Bahri Harahap
(masyarakat pedagang kaki lima) Terhadap Kategori Adanya Dukungan
Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber mengenai Kkategori
Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia dalam mejalankan tugas dibidangnya.
Hal tersebut dijelaskan oleh Muhammad Taufig Anshari Siregar, SH., M.H selaku
sekertaris dishub, beliau mengatakan Beliau mengatakan Sumber Daya Manusia
di Kantor Dinas Perhubungan ini sudah menjalankan sesuai tugas pokok dan
fungsi masing-masing menurut bidangnya karna begitu perekrutan pegawai
langsung dilakukan pelatihan langsung.

Berdasarkan penjelasan narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa
sumber daya manusia dalam menjalankan tugas pada bidangnya baik. Baiknya
dukungan sumber daya manusia dari pihak dinas perhubungan belum mencapai
kefektifan dalam menjalakan kegiatan. Untuk hal itu efektifnya sumber daya
manusia dalam menjalankan tugasnya pada bidangnya masing-masing. Hal ini
dijelaskan oleh bapak Muhammad Taufig Anshari Siregar, SH., M.H selaku
sekertaris dishub Beliau juga mengatakan pelaksanaan tertib lalu lintas ini sudah
berjalan namun belum begitu efektif karena kendala pada sumber daya manusia di
dishub ini masih terdapat pegawai dan staf yang masih kurang memahami dan

menguasai tentang isi dan penerapan peraturan dan kebijakan yang berlaku.
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Dalam mengatasi ketidakefektifan sumber daya manusia dalam
menjalankan tugas pada bidangnya masing-masing. Narasumber memiliki langkah
baik untuk mengatasi hal tersebut. adapun langkah yang diambil yaitu dengan
melakukan edukasi, pendidikan, pengembangan skill dan kemampuan terhadap
pegawai yang masih membutuhkan perhatian khusus guna mendukung kualitas
sumber daya manusia di lingkungan pemerintah Kotapinang, hal ini dijelaskan
oleh bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H selaku sekretaris
dishub.

Kemudian langkah yang diambil oleh narasumber bapak Drs. Abrar
Salman, M.Pd selaku kepala satpol pp untuk menjadikan sumber daya manusia
efektif yaitu dengan melakukan bimbingan dan pelatihan kepada pegawai
khususnya pegawai dilapangan tentang bagaimana menertibkan masyarakat secara
baik dan dan bijak dalam mengambil perbuatan agar jangan terjadi kerusuhan
antara petugas dan masyarakat di lapangan.

Berdasarkan uraian penjelasan narasumber diatas, dapat dilihat
bahwasanya pihak dinas perhubungan dan satuan polisi pamong praja masih
belum efektif didalam menjalankan tugasnya. Ketidak efektifan tersebut membuat
suatu langkah yang harus diambil oleh pihak terkait. Langkah yang diambil ini
bertujuan agar dalam menjalankan tugasnya masing-masing pihak terkait dapat
lebih efesien.

4.5.3 Kombinasi Antar Narasumber Bapak Muhammad Taufig Anshari
Siregar, SH., M.H (Sekertaris Dishub) dan Bapak lhsan Adha Bahri

(masyarakat pengguna jalan) dengan Bapak Khairul Bahri Harahap
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(masyarakat pedagang kaki lima) Terhadap Kategori Adanya Program yang
Dijalankan

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber yang di dapatkan oleh
bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H, selaku sekertaris dishub
beliau mengatakan terdapat beberapa program yang telah dilaksanakan oleh dinas
perhubungan adalah kerjasama dengan satpol pp dalam artian untuk ketertiban
umumnya, menertibkan atau membersihkan masyarakat yang membangun atau
membuat tanpa atas izin dari perangkat yang berwenang mengeluarkan izin
tersebut dan berkerja sama dengan kepolisian lalu lintas untuk tertib lalu lintas
dan angkutan jalan, sedangkan program kami sendiri membentuk forum LLAJ,
pemilihan angkutan layak berlalu lintas, pelatihan personil pengatur lalu lintas.
Hal tersebut juga dibenarkan narasumber bapak Ihsan Adha selaku masyarakat
pengguna jalan menjelaskan memang mereka melakukan himbauan kepada
pengguna jalan akan tetapi kalau cuma begitu saya merasa kurang sesuai
kebutuhan masyarakat.

Kemudian diperkuat dengan penjelasan narasumber bapak Khairul Bahri
Harahap selaku masyarakat pedagang kaki lima. Beliau mengatakan bahwa pihak
dishub dan satpol pp selalu konsisten dan rutin dalam melakukan penyuluhan dan
memberi himbauan atau peringatan. Program yang dibentuk oleh narasumber dari
dishub telah dijalankan dengan sepenuhnya. Akan tetapi dinilai masih kurang
efektif. Hal ini disampaikan oleh bapak Khairul Bahri Harahap selaku masyarakat
pedagang kaki lima yang mengatakan penyuluhan atau himbauan tersebut dinilai
kurang sesuai kebutuhan masyarakat karna mereka tidak adanya memberikan

solusi terhadap kami, dimana jika kami pindah berjualan pemerintah tidak
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menyediakan tempat khusus untuk kami berjualan. Untuk itu narasumber bapak
Khairul Bahri Harahap selaku masyarakat pedagang kaki lima berharap
pemerintah menyediakan suatu tempat yang lebih besar buat kami para pedagang
kaki lima agar dapat berjualan dengan tertib tanpa harus dipinggir jalan. Memang
pemerintah menyediakan pasar khusus tetapi tidak cukup besar dan kami tidak
muat berjualan di sana, jika tidak dibuatkan kami akan tetap berjualan disini
walaupun mereka tiap saat selalu kesini sampai tempat berjualan dibuatkan
pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwasanya program yang

dilaksanakan oleh pihak yang berwenang yaitu pihak dinas perhubungan dan
pihak satuan polisi pamong praja dengan masyarakat pedagang kaki lima telah
terimplementai dengan baik. implementasi yang baik ini diharapkan dapat
menjadikan masyarakat lebih mematuhi peraturan lalu lintas serta tertib dalam
berlalu lintas.
4.5.4 Kombinasi Antar Narasumber Bapak Muhammad Taufiq Anshari
Siregar, SH., M.H (Sekertaris Dishub) dan Bapak lhsan Adha Bahri
(masyarakat pengguna jalan) dengan Bapak Khairul Bahri Harahap
(masyarakat pedagang kaki lima) Terhadap Kategori Adanya Program yang
Dijalankan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh narasumber dari
sekertaris dishub Bapak Muhammad Taufig Anshari Siregar, SH., M.H terkait
ketegori adanya target yang dicapai. Beliau mengatakan bahwa target dishub
labusel mendapat dukungan dari stakeholder dan seluruh masyarakat kecamatan

Kotapinang untuk Bersama-sama memajukan kabupaten Labuhanbatu Selatan
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terkhusus kecamatan Kotapinang dalam berkeselamatan dan ketertiban berlalu
lintas. penjelasan narasumber dari satpol pp Bapak Drs. Abrar Salman terhadap
kategori target yang dicapai, beliau mengatakan bahwa target yang ingin dicapai
meningkatnya kesadaran, ketertiban dan pemahaman masyarakat dalam guna

fungsi jalan dan bahu jalan untuk kemajuan kecamatan Kotapinang ini.

Berdasarkan penjelasan kedua narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa
target yang ingin dicapai yaitu menginginkan masyarakat Kotapinang menjadi
pelopor yang patuh terhadap peraturan lalu lintas. Kepatuhan masyarakat terhadap
peraturan lalu lintas bertujuan untuk daerah labuhan batu selatan dapat meraih
penghargaan Wahana Tata Nugraha. Wahana Tata Nugraha adalah penghargaan
yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada Kabupaten/kota yang
mampu menata transportasi publik dengan baik berdasarkan Permen Perhubungan
No.35 tahun 2018.

Dalam mencapai hal itu harus ada kesadaran yang dimiliki oleh
masyarakat kotapinang terhadap peraturan lalu lintas. Kesadaran ini sangat
diharapkan oleh dinas perhubungan dan kepala satuan polisi pamong praja.
Dikarenakan untuk mencapai hal yang diinginkan tidak akan tercapai tanpa
adanya kerja sama yang baik antara dinas perhubungan dan satuan polisi pamong
praja dengan masyarakat Kotapinang.

4.6 KOMBINASI SEKRETARIS DISHUB DAN KEPALA SATPOL PP

DENGAN MASYARAKAT PEDAGANG KAKI LIMA
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Adanya Kombinasi yang dilakukan adalah untuk mendapatkan

perbandingan penjelasan yang diberikan oleh pihak-pihak yang dikombinasikan.
Kombinasi akan membahas mengenai kategori yang terdapat didalam penelitian.
Untuk itu kombinasi dapat dilihat dalam deskriptif penjelasan narasumber
dibawah ini :
4.6.1 Kombinasi Antar Narasumber Bapak Muhammad Taufig Anshari
Siregar, SH., M.H (Sekertaris Dishub) dan Bapak Drs. Abrar Salman, M.Pd
(Kepala SatPol PP) dengan Bapak Khairul Bahri Harahap (masyarakat
pedagang kaki lima) Terhadap Kategori Adanya Komunikasi atau
Penyampaian Informasi Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan, Bapak Muhammad Taufiq
Anhsari, S.H, M.H (sekretaris dishub) Beliau mengatakan bahwasanya dinas
perhubungan vyaitu telah melakukan sosialisasi tertib lalu lintas kepada
masyarakat, dimana salah satu masyarakat tersebut adalah pedagang kaki lima
(PKL), dan berkordinasi dengan pihak dinas satuan polisi pamong praja (Satpol
PP) dan pihak kepolisian lalu lintas untuk mendukung bahwa pelaksanaan tertib
lalu lintas harus mencegah, mengawasi dan menindak setiap kegiatan yang
mengganggu ketertiban umum terkhusus tertib lalu lintas dan angkutan jalan
untuk menumbuhkan tertib, tentram, lingkungan hidup yang sehat, nyaman, dan
rukun di Kecamatan Kotapinang.

Bentuk penyampaian komunikasi yang dilakukan dengan terhadap
kelompok sasarannya dengan cara melakukan sosialisasi dengan masyarakat,
pedagang, organisasi masyarakat yang berada pada lingkungan pemerintah

Kotapinang. Hal ini didukung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
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Labuhanbatu Selatan bahwa beliau mengatakan Bahwasanya adanya
penginformasian yang dilakukan oleh dinas perhubungan kepada pihak satuan
polisi pamong praja untuk bisa membantu komunikasi yang dilakukan kepada
sasaran masyarakat. Kemudian kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada
masyarakat juga sepenuhnya dijalankan, hal ini diperkuat oleh Khoirul Bahri
Harahap selaku salah satu dari masyarakat yang menjadi sasaran sosialisasi yaitu
masyarakat pedangan kaki lima. Beliau mengatakan bahwasanya dinas
perhubungan dan satuan polisi pamong praja sudah melakukan kegiatan
sosialisasi tersebut. Sosialisasi yang dilakukan membahas fungsi dan guna jalan.

Kegiatan sosialisasi yang dijalankan juga memiliki hambatan. Hambatan
yang terjadi yaitu dikarenakan masyarakat masih belum sadar akan keselematan
berlalu lintas, kurangnya kesadaran masyarakat akan ketertiban lalu lintas dan
masih banyak masyarakat belum paham terhadap fungsi dari jalan. Hal ini
dijelaskan oleh bapak Muhammad Taufig Anshari Siregar, SH., M.H selaku
sekertaris dinas perhubungan. Kemudian didukung dengan penjelasan bapak Drs.
Abrar Salman M.Pd selaku kepala satuan polisi pamong praja dan Khoirul Bahri
Harahap selaku pedagang kaki lima terkait hambatan lain yang terdapat didalam
kegiatan sosialisasi yaitu hambatannya masyarakat yang tidak semua mau diajak
sosialisasi karena sibuk berdagang dan mereka mempunyai ego masing-masing
sehingga masyarakat tidak mengerti terkait peraturan yang berlaku.

Hambatan yang dihadapi oleh pihak dinas perhubungan serta satuan polisi
pamong praja dapat diatasi. Hal ini bertujuan agar sosisalisasi yang dilakukan
dapat menjadi efektif. Oleh sebab itu langkah yang dilakukan agar dapat

menjadikan kegiatan efektif yaitu karena sudah membentuk forum LLAJ (lalu
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lintas dan angkutan jalan) sesuai dengan Undang-Undang 2009 pasal 13 dan
melakukan pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas yang dilaksanakan dari
daerah dan diseleksi di pemerintahan pusat, hal ini dejelaskan oleh bapak
Muhammad Taufig Anshari Siregar, SH., M.H selaku sekertaris dinas
perhubungan. Untuk hambatan lainnya juga telah dapat diatasi, karena pihak
penyelenggara sosialisasi memberikan informasi ini untuk dapat diberitahukan
ataupun dijelaskan kembali kepada masyarakat lainnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwasanya penjelasan yang

diperoleh dari pihak yang dikombinasikan terhadap kategori adanya komunikasi
atau penyampaian informasi kebijakan telah terimplementasi dengan baik melalui
suatu kegiatan yang dilakukan yaitu sosialisasi. Walaupun pada saat menjalankan
sosialisasi terdapat hambatan yang dialami, akan tetapi dapat langsung diatasi oleh
pihak yang yang menyelenggarakan sosialisasi.
4.6.2 Kombinasi Antar Narasumber Bapak Muhammad Taufiq Anshari
Siregar, SH., M.H (Sekertaris Dishub) dan Bapak Drs. Abrar Salman, M.Pd
(Kepala SatPol PP) dengan Bapak Khairul Bahri Harahap (masyarakat
pedagang kaki lima) Terhadap Kategori Adanya Dukungan Sumber Daya
Manusia

Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber mengenai kategori
Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia dalam mejalankan tugas dibidangnya.
Hal tersebut dijelaskan oleh Muhammad Taufig Anshari Siregar, SH., M.H selaku
sekertaris dishub, beliau mengatakan Beliau mengatakan Sumber Daya Manusia
di Kantor Dinas Perhubungan ini sudah menjalankan sesuai tugas pokok dan

fungsi masing-masing menurut bidangnya karna begitu perekrutan pegawai
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langsung dilakukan pelatihan langsung. Selanjutnya penjelasan yang diberikan
oleh bapak Drs. Abrar Salman, M.Pd Beliau mengatakan Sumber Daya Manusia
di Dinas Satpol PP ini Sebagian sudah menjalankan tupoksi bidangnya sebagian

lagi belum.

Berdasarkan penjelasan narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa
sumber daya manusia dalam menjalankan tugas pada bidangnya, masih terdapat
terdapat sumber daya manusia yang belum baik dalam menjalankan tugasnya.
Untuk hal itu menjadikan belum efektifnya sumber daya manusia dalam
menjalankan tugasnya pada bidangnya masing-masing. Hal ini dijelaskan oleh
bapak Muhammad Taufig Anshari Siregar, SH., M.H selaku sekertaris dishub
Beliau juga mengatakan pelaksanaan tertib lalu lintas ini sudah berjalan namun
belum begitu efektif karena kendala pada sumber daya manusia di dishub ini
masih terdapat pegawai dan staf yang masih kurang memahami dan menguasai
tentang isi dan penerapan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Selanjutnya juga diperkuat oleh penjelasan bapak Drs. Abrar Salman,
M.Pd Beliau mengatakan belum, dikarenakan pegawai yang di satpol pp ini masih
ada beberapa yang belum paham atau mengusai bidangnya masing-masing dalam
melaksanakan ketertiban kepada masyarakat yang mengganggu ketertiban umum
khususnya masyarakat yang berdagang atau berjualan di pinggir atau bahu jalan
sehingga menyebabkan beberapa kendala saat melaksanakan ketertiban yang
membuat pelaksanaan belum efektif.

Dalam mengatasi ketidakefektifan sumber daya manusia dalam

menjalankan tugas pada bidangnya masing-masing. Narasumber memiliki langkah
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baik untuk mengatasi hal tersebut. adapun langkah yang diambil yaitu dengan
melakukan edukasi, pendidikan, pengembangan skill dan kemampuan terhadap
pegawai yang masih membutuhkan perhatian khusus guna mendukung kualitas
sumber daya manusia di lingkungan pemerintah Kotapinang, hal ini dijelaskan
oleh bapak Muhammad Taufig Anshari Siregar, SH., M.H selaku sekretaris
dishub.

Kemudian langkah yang diambil oleh narasumber bapak Drs. Abrar
Salman, M.Pd selaku kepala satpol pp untuk menjadikan sumber daya manusia
efektif yaitu dengan melakukan bimbingan dan pelatihan kepada pegawai
khususnya pegawai dilapangan tentang bagaimana menertibkan masyarakat secara
baik dan dan bijak dalam mengambil perbuatan agar jangan terjadi kerusuhan
antara petugas dan masyarakat di lapangan.

Berdasarkan uraian penjelasan narasumber diatas, dapat dilihat

bahwasanya pihak dinas perhubungan dan satuan polisi pamong praja masih
belum efektif didalam menjalankan tugasnya. Ketidak efektifan tersebut membuat
suatu langkah yang harus diambil oleh pihak terkait. Langkah yang diambil ini
bertujuan agar dalam menjalankan tugasnya masing-masing pihak terkait dapat
lebih efesien.
4.6.3 Kombinasi Antar Narasumber Bapak Muhammad Taufiq Anshari
Siregar, SH., M.H (Sekertaris Dishub) dan Bapak Drs. Abrar Salman, M.Pd
(Kepala SatPol PP) dengan Bapak Khairul Bahri Harahap (masyarakat
pedagang kaki lima) Terhadap Kategori Adanya Program yang Dijalankan

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber yang di dapatkan oleh

bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H, selaku sekertaris dishub
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beliau mengatakan terdapat beberapa program yang telah dilaksanakan oleh dinas
perhubungan adalah kerjasama dengan satpol pp dalam artian untuk ketertiban
umumnya, menertibkan atau membersihkan masyarakat yang membangun atau
membuat tanpa atas izin dari perangkat yang berwenang mengeluarkan izin
tersebut dan berkerja sama dengan kepolisian lalu lintas untuk tertib lalu lintas
dan angkutan jalan, sedangkan program kami sendiri membentuk forum LLAJ,
pemilihan angkutan layak berlalu lintas, pelatihan personil pengatur lalu lintas.

Hal tersebut juga dibenarkan narasumber bapak Drs. Abrar Salman, M.Pd
selaku kepala satpol pp yang menjelaskan bahawa pihak satuan pamong praja
bekerja sama dengan pihak dishub melakukan sosialisasi terkait dengan guna
fungsi jalan jalan karna dishub yang mengetahui ukuran dan bagian bahu jalan
dan kami akan melakukan menertibkan masyarakat yang membangun jualan di
tepi jalan membangun atau mendirikan terminal bayangan dan mengubah fungsi
jalan tanpa atas izin yang berwenang dengan melakukan himbauan atau
peringatan langsung untuk segara membereskan atau membersihkan area bahu
jalan agar jangan berjualan di bahu jalan dan jangan membuat terminal bayangan
dan jika tidak kami akan melakukan penggusuran secara paksa.

Kemudian diperkuat dengan penjelasan narasumber bapak Khairul Bahri
Harahap selaku masyarakat pedagang kaki lima. Beliau mengatakan bahwa pihak
dishub dan satpol pp selalu konsisten dan rutin dalam melakukan penyuluhan dan
memberi himbauan atau peringatan.Program yang dibentuk oleh narasumber dari
dishub dan kepala satuan polisi pamong praja telah dijalankan dengan
sepenuhnya. Akan tetapi dinilai masih kurang efektif. Hal ini disampaikan oleh

bapak Khairul Bahri Harahap selaku masyarakat pedagang kaki lima yang
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mengatakan penyuluhan atau himbauan tersebut dinilai kurang sesuai kebutuhan
masyarakat karna mereka tidak adanya memberikan solusi terhadap kami, dimana
jika kami pindah berjualan pemerintah tidak menyediakan tempat khusus untuk
kami berjualan.

Untuk itu narasumber bapak Khairul Bahri Harahap selaku masyarakat
pedagang kaki lima berharap pemerintah menyediakan suatu tempat yang lebih
besar buat kami para pedagang kaki lima agar dapat berjualan dengan tertib tanpa
harus dipinggir jalan. Memang pemerintah menyediakan pasar khusus tetapi tidak
cukup besar dan kami tidak muat berjualan di sana, jika tidak dibuatkan kami
akan tetap berjualan disini walaupun mereka tiap saat selalu kesini sampai tempat
berjualan dibuatkan pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwasanya program yang

dilaksanakan oleh pihak yang berwenang yaitu pihak dinas perhubungan dan
pihak satuan polisi pamong praja dengan masyarakat pedagang kaki lima telah
terimplementai dengan baik. implementasi yang baik ini diharapkan dapat
menjadikan masyarakat lebih mematuhi peraturan lalu lintas serta tertib dalam
berlalu lintas .
4.6.4 Kombinasi Antar Narasumber Bapak Muhammad Taufiq Anshari
Siregar, SH., M.H (Sekertaris Dishub) dan Bapak Drs. Abrar Salman, M.Pd
(Kepala SatPol PP) dengan Bapak Khairul Bahri Harahap (masyarakat
pedagang kaki lima) Terhadap Kategori Adanya Target Yang Dicapai

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh narasumber dari
sekertaris dishub Bapak Muhammad Taufig Anshari Siregar, SH., M.H terkait

ketegori adanya target yang dicapai. Beliau mengatakan bahwa target dishub
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labusel mendapat dukungan dari stakeholder dan seluruh masyarakat kecamatan
Kotapinang untuk Bersama-sama memajukan kabupaten Labuhanbatu Selatan
terkhusus kecamatan Kotapinang dalam berkeselamatan dan ketertiban berlalu
lintas. penjelasan narasumber dari satpol pp Bapak Drs. Abrar Salman terhadap
kategori target yang dicapai, beliau mengatakan bahwa target yang ingin dicapai
meningkatnya kesadaran, ketertiban dan pemahaman masyarakat dalam guna

fungsi jalan dan bahu jalan untuk kemajuan kecamatan Kotapinang ini.

Berdasarkan penjelasan kedua narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa
target yang ingin dicapai yaitu menginginkan masyarakat Kotapinang menjadi
pelopor yang patuh terhadap peraturan lalu lintas. Kepatuhan masyarakat terhadap
peraturan lalu lintas bertujuan untuk daerah labuhan batu selatan dapat meraih
penghargaan Wahana Tata Nugraha. Wahana Tata Nugraha adalah penghargaan
yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada Kabupaten/kota yang
mampu menata transportasi publik dengan baik berdasarkan Permen Perhubungan
No.35 tahun 2018.

Dalam mencapai hal itu harus ada kesadaran yang dimiliki oleh
masyarakat kotapinang terhadap peraturan lalu lintas. Kesadaran ini sangat
diharapkan oleh dinas perhubungan dan kepala satuan polisi pamong praja.
Dikarenakan untuk mencapai hal yang diinginkan tidak akan tercapai tanpa
adanya kerja sama yang baik antara dinas perhubungan dan satuan polisi pamong
praja dengan masyarakat kotapinang.

4.7 KOMBINASI SEKRETARIS DISHUB DAN SATLANTAS DENGAN

MASYARAKAT PENGGUNA JALAN
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4.7.1 Kombinasi Antar Narasumber Bapak Muhammad Taufig Anshari
Siregar, SH., M.H (Sekertaris Dishub) dan Bapak AKP Tarzuki (Kanit
Lantas) dengan Bapak lhsan Adha (Masyarakat Pengguna Jalan) Terhadap
Kategori Adanya Komunikasi atau Penyampaian Informasi Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan, narasumber Bapak AKP
Tarzuki kepala unit lalu lintas yang mengatakan kami pihak satlantas meminta
kepada dinas perhubungan untuk melakukan sosialisasi yaitu dengan menghimbau
kepada masyarakat pengguna jalan baik itu membagikan brosur-brosur contoh
tertib lalu lintas dan juga menggunakan toa dipinggir jalan supaya mentaati
peraturan lalu lintas tentang pengertian tujuan dari peraturan yang berlaku.
Selanjutnya pihak dishub melakukan penyampaian informasi setelah dihimbau
dari satuan lalu lintas.

Hal ini di jelaskan oleh Bapak Muhammad Taufiq Anhsari, S.H, M.H
(sekretaris dishub) Beliau mengatakan bahwasanya dinas perhubungan yaitu telah
melakukan sosialisasi tertib lalu lintas kepada masyarakat, dimana salah satu
masyarakat tersebut adalah pedagang kaki lima (PKL), dan berkordinasi dengan
pihak dinas satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dan pihak kepolisian lalu
lintas untuk mendukung bahwa pelaksanaan tertib lalu lintas harus mencegah,
mengawasi dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum
terkhusus tertib lalu lintas dan angkutan jalan untuk menumbuhkan tertib, tentram,
lingkungan hidup yang sehat, nyaman, dan rukun di Kecamatan Kotapinang.

Bentuk penyampaian komunikasi yang dilakukan dengan terhadap
kelompok sasarannya dengan cara melakukan sosialisasi dengan masyarakat,

pedagang, organisasi masyarakat yang berada pada lingkungan pemerintah
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Kotapinang. Hal ini didukung oleh penjelasan. Kemudian kegiatan sosialisasi
yang dilakukan kepada masyarakat juga sepenuhnya dijalankan, hal ini diperkuat
oleh bapak lhsan Adha selaku masyarakat pengguna jalan yang mengatakan
sosialisasi yang dilakukan Dishub dan Satlantas sudah berjalan di masyarakat
dengan sosialisasi, membagikan brosur-brosur kepada masyarakat.

Kegiatan sosialisasi yang dijalankan juga memiliki hambatan. Hambatan
yang terjadi yaitu dikarenakan masyarakat masih belum sadar akan keselematan
berlalu lintas, kurangnya kesadaran masyarakat akan ketertiban lalu lintas dan
masih banyak masyarakat belum paham terhadap fungsi dari jalan. Hal ini
dijelaskan oleh bapak Muhammad Taufig Anshari Siregar, SH., M.H selaku
sekertaris dinas perhubungan. Kemudian didukung dengan penjelasan bapak Drs.
Abrar Salman M.Pd selaku kepala satuan polisi pamong praja dan Khoirul Bahri
Harahap selaku pedagang kaki lima terkait hambatan lain yang terdapat didalam
kegiatan sosialisasi yaitu hambatannya masyarakat yang tidak semua mau diajak
sosialisasi karena sibuk berdagang dan mereka mempunyai ego masing-masing
sehingga masyarakat tidak mengerti terkait peraturan yang berlaku.

Hambatan yang dihadapi oleh pihak dinas perhubungan serta satuan polisi
pamong praja dapat diatasi. Hal ini bertujuan agar sosisalisasi yang dilakukan
dapat menjadi efektif. Oleh sebab itu langkah yang dilakukan agar dapat
menjadikan kegiatan efektif yaitu karena sudah membentuk forum LLAJ (lalu
lintas dan angkutan jalan) sesuai dengan Undang-Undang 2009 pasal 13 dan
melakukan pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas yang dilaksanakan dari
daerah dan diseleksi di pemerintahan pusat, hal ini dejelaskan oleh bapak

Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H selaku sekertaris dinas
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perhubungan. Untuk hambatan lainnya juga telah dapat diatasi, karena pihak
penyelenggara sosialisasi memberikan informasi ini untuk dapat diberitahukan

ataupun dijelaskan kembali kepada masyarakat lainnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwasanya penjelasan yang

diperoleh dari pihak yang dikombinasikan terhadap kategori adanya komunikasi
atau penyampaian informasi kebijakan telah terimplementasi dengan baik melalui
suatu kegiatan yang dilakukan yaitu sosialisasi. Walaupun pada saat menjalankan
sosialisasi terdapat hambatan yang dialami, akan tetapi dapat langsung diatasi oleh
pihak yang yang menyelenggarakan sosialisasi.
4.7.2 Kombinasi Antar Narasumber Bapak Muhammad Taufig Anshari
Siregar, SH., M.H (Sekertaris Dishub) dan Bapak AKP Tarzuki (Kanit
Lantas) dengan Bapak lhsan Adha (Masyarakat Pengguna Jalan) Terhadap
Kategori Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber mengenai kategori
Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia dalam mejalankan tugas dibidangnya.
Hal tersebut dijelaskan oleh Muhammad Taufig Anshari Siregar, SH., M.H selaku
sekertaris dishub, beliau mengatakan Beliau mengatakan Sumber Daya Manusia
di Kantor Dinas Perhubungan ini sudah menjalankan sesuai tugas pokok dan
fungsi masing-masing menurut bidangnya karna begitu perekrutan pegawai
langsung dilakukan pelatihan langsung. Selanjutnya penjelasan yang diberikan
oleh bapak AKP Tarzuki selaku kanit lantas Beliau mengatakan Sumber Daya
Manusia di Lantas ini sudah menjalankan dengan baik karna semua pegawai

sudah tau apa saja yang mau dikerjakan.
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Berdasarkan penjelasan narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa
sumber daya manusia dalam menjalankan tugas pada bidangnya, masih terdapat
terdapat sumber daya manusia yang belum baik dalam menjalankan tugasnya.
Untuk hal itu menjadikan belum efektifnya sumber daya manusia dalam
menjalankan tugasnya pada bidangnya masing-masing. Hal ini dijelaskan oleh
bapak Muhammad Taufig Anshari Siregar, SH., M.H selaku sekertaris dishub
Beliau juga mengatakan pelaksanaan tertib lalu lintas ini sudah berjalan namun
belum begitu efektif karena kendala pada sumber daya manusia di dishub ini
masih terdapat pegawai dan staf yang masih kurang memahami dan menguasai
tentang isi dan penerapan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Selanjutnya juga
diperkuat oleh penjelasan bapak AKP Tarzuki selaku kanit lantas Beliau
mengatakan sebagian efektif sebagian belum, kami dari pihak lantas sudah
berupaya melaksanakan dengan seefektif mungkin akan tetapi Kembali lagi karna
tergantung masyarakat nya kembali, karna masyarakat merasa tujuan mereka tidak
jauh dan merasa tidak harus mengikuti aturan dari kebijakan sehingga masyarakat
tidak merasa perbuatan mereka itu melanggar aturan tertib lalu lintas, contoh nya
memakai helm, melengkapi surat kendaraan bermotor dan lainnya. Tapi mudah-
mudahan dari pihak lantas sudah mendekati standar keefektifan. Dalam mengatasi
ketidakefektifan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas pada bidangnya
masing-masing.

Narasumber memiliki langkah baik untuk mengatasi hal tersebut. adapun
langkah yang diambil vyaitu dengan melakukan edukasi, pendidikan,
pengembangan skill dan kemampuan terhadap pegawai yang masih membutuhkan

perhatian khusus guna mendukung kualitas sumber daya manusia di lingkungan
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pemerintah Kotapinang, hal ini dijelaskan oleh bapak Muhammad Taufiq Anshari
Siregar, SH., M.H selaku sekretaris dishub. Kemudian langkah yang diambil oleh
narasumber bapak AKP Tarzuki selaku kanit lanta dapat menjadikan sumber daya
manusia efektif yaitu dengan memberi himbauan, bimbingan dan pengertian
kepada masyarakat tentang tertib lalu lintas tidak pernah bosan baik itu pagi, siang
dan sore hari.Dan jika ada terjadi ada kemacetan di simpang-simpang, kecelakaan
dan keributan di jalan kami langsung terjun kelapangan agar tidak sampai terjadi
kemacetan parah demi memperlancar arus lalu lintas.

Berdasarkan uraian penjelasan narasumber diatas, dapat dilihat
bahwasanya pihak dinas perhubungan dan satuan lalu lintas masih belum efektif
didalam menjalankan tugasnya. Ketidak efektifan tersebut membuat suatu langkah
yang harus diambil oleh pihak terkait. Langkah yang diambil ini bertujuan agar
dalam menjalankan tugasnya masing-masing pihak terkait dapat lebih efesien.
4.7.3 Kombinasi Antar Narasumber Bapak Muhammad Taufiq Anshari
Siregar, SH., M.H (Sekertaris Dishub) dan Bapak AKP Tarzuki (Kanit
Lantas) dengan Bapak lhsan Adha (Masyarakat Pengguna Jalan) Terhadap
Kategori Adanya Program yang Dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan, Bapak AKP Tarzuki
selaku kanit lantas mengatakan program kami lumayan banyak, menertibkan
pengguna jalan baik itu sepeda motor maupun mobil besar dan kecil, membuat
jalur rekayasa apabila terjadi kemacetan atau kecelakaan, penertiban parkir baik
itu parkir resmi maupun liar yang berada di pinggir jalan, penertiban angkutan

besar seperti truk pengangkutan yang melakukan bongkar muat di bahu jalan raya
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dan bus ataupun minibus yang menaik atau menurunkan penumpang dijalan raya
bukan yang menyebabkan kemacetan.

Sementara bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H, selaku
sekertaris dishub beliau mengatakan terdapat beberapa program yang telah
dilaksanakan oleh dinas perhubungan adalah kerjasama dengan satpol pp dalam
artian untuk ketertiban umumnya, menertibkan atau membersihkan masyarakat
yang membangun atau membuat tanpa atas izin dari perangkat yang berwenang
mengeluarkan izin tersebut dan berkerja sama dengan kepolisian lalu lintas untuk
tertib lalu lintas dan angkutan jalan, sedangkan program kami sendiri membentuk
forum LLAJ, pemilihan angkutan layak berlalu lintas, pelatihan personil pengatur
lalu lintas. Kemudian keuda penjelasan tersebut diperkuat oleh bapak ihsan adha
selakun masyarakat pengguna jalan yang mengatakan memang mereka melakukan
himbauan kepada pengguna jalan akan tetapi kalau cuma begitu saya merasa
kurang sesuai kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan program yang dibuat memliki
tindakan setelah dilakukannya program tersebut. Untuk itu pihak satuan polisi lalu
lintas juga telah memberikan himbauan kembali kepada masyarakat mengenai
aturan tata tertib berlalu lintas, seperti yang di jelaskan oleh bapak AKP Tarzuki
selaku kanit lantas mengatakan membuat peringatan, teguran, himbauan supaya
masyarakat mengerti tentang aturan tertib lalu lintas ini, teguran ini sampai
sebanyak 2 kali, ke 3 kali baru kita beri sanksi atau tilang langsung.

Berdasarkan hal diatas dapat dilihat bahwa pihak semua pihak yang
dikombinasi telah menjalankan program yang dimiliki dengan baik. program yang
dilakukan juga memiliki tindakan tegas atas pelanggaran yang dilakukan. Bentuk

tindakan tegas tersebut berupa sanksi yang diberikan, seperti tindakan langsung.
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4.7.4 Kombinasi Antar Narasumber Bapak Muhammad Taufig Anshari
Siregar, SH., M.H (Sekertaris Dishub) dan Bapak AKP Tarzuki (Kanit
Lantas) dengan Bapak lhsan Adha (Masyarakat Pengguna Jalan) Terhadap
Kategori Adanya Target yang Dicapai

Target yang dicapai merupakan suatu tujuan yang harus didapatkan atas
program yang telah dilaksanakan. Untuk pencapaian target yang dimiliki
diketahui berdasakan penjelasan dari narasumber. Seperti penjelasan yang
diberikan oleh narasumber dari sekertaris dishub Bapak Muhammad Taufiq
Anshari Siregar, SH., M.H terkait ketegori adanya target yang dicapai. Beliau
mengatakan bahwa target dishub labusel mendapat dukungan dari stakeholder dan
seluruh masyarakat kecamatan Kotapinang untuk Bersama-sama memajukan
kabupaten Labuhanbatu Selatan terkhusus kecamatan Kotapinang dalam
berkeselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Selanjutnya Bapak AKP Tarzuki
selaku kanit lantas mengatakan masyarakat cenderung lebih pintar dalam
memahami tertib lalu lintas ini dan masyarakat tidak bandel lagi ketika kami
sedang melaksanakan penertiban.

Berdasarkan penjelasan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa setiap
pihak telah memiliki target yang ingin dicapai. Pencapaian taget yang diharapkan
juga bertujuan agar masyarakat dapat memahami peraturan lalu lintas. Akan
tetapi, masih terdapat target yang belum tercapai atas dilaksanakannya suatu
program. Dimana dapat dilihat melalui penjelasan Bapak AKP Tarzuki selaku
kanit lantas Beliau mengatakan kami pihak lantas berharap semua pejabat yang
berwenang dalam tertib lalu lintas ini lebih giat berkerja sama lagi dalam

pelaksanaan ini, dan pemerintah daerah segera membuat fasilitas sarana-prasarana
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untuk kebutuhan masyarakat pengguna jalan agar menciptakan kabupaten
Labuhanbatu Selatan khusunya kecamatan Kotapinang yang tertib, nyaman dan
lingkungan yang sehat.

Selanjutnya penjelasan dinas perhubungan yang mengatakan Target dishub
kedepan ingin membuat satu kawasan tertib lalu lintas dibuat berdasarkan
Undang-undang yang mana kawasan tersebut didukung oleh sarana-prasarana
fasilitas perlengkapan jalan. Pencapaian yang masih belum didapatkan
menjadikan pihak terkait untuk lebih memaksimalkan program yang dilaksanakan
dan mengetahui kendala yang dihadapi serta penanganan yang harus dilakukan

saat terjadinya kendala tersebut.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diketahui
Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang
ketertiban umum dan penanggulangan penyakit masyarakat dalam tertib lalu lintas
dan angkutan jalan di Kecamatan Kotapinang telah terimplementasi namun masih
banyak permasalahan dan kendala yang terjadi dilapangan. Dapat diketahui
berdasarkan kategorisasi-kategorisasi-kategorisasi penelitian, yaitu:

1. Adanya komunikasi atau penyampaian informasi kebijakan. Dalam
pelaksanaan penyampaian infomasi dan komunikasi dalam implementasi
kebijakan pelaksanann tertib lalu lintas dan angkutan jalan telah dilakukan
dan dilaksanakan oleh pihak Dinas Perhubungan, Kepolisian Lalu Lintas
dan Satpol PP, hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian,
perhatian, pengetahuan masyarakat dalam meningkatkan kualiatas
lingkungan dan keselamatan berkendara demi menghindari hal-hal yang
tidak diharpkan bersama. Akan tetapi dalam kategorisasi ini masih
banyaknya kejadian-kejadian yang tidak diingikan yang dilakukan oleh
kelompok dan pihak yang merasa apatis terhadap kepentingan umum.
Sehingga adanya komunikasi dan penyampaian informasi kebijakan ini
masih perlu ditingkatkan oleh pihak Pengelola Pemerintah Daerah.

2. Adanya dukungan sumber daya manusia. Dukungan Sumber daya

Manusia sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan tertib lalu lintas
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dan angkutan jalan, namun kenyataan dilapangan ditemukan kualitas
Sumber daya manusia masih rendah, baik itu dari pihak implementor
sendiri dan juga masyarakat, sehingga mempengaruhi keberhasilan dari
kebijakan tersebut. Hal ini perlu diperhatikan kembali tentang bagaimana
peran sumber daya dalam bekerja sama dalam menyelesaiakan
permasalahan yang terjadi.

3. Adanya program yang dilaksanakan. Program dari Implementasi kebijakan
tertib lalu lintas dan angkutan jalan di Kotapinang telah direncanakan dan
sudah dilakukan pelaksanaannya namun beberapa program ditemukan
tidak terlaksana dan berjalan sesuai prosedur yang ditentukan, hal ini
dipengaruhi oleh kualiatas Sumber daya sebelumnya dan juga minimnya
anggaran dana dalam pelaksanaan program.

4. Adanya target yang dicapai. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan
tertib lalu lintas dan angkutan jalan harus menetapkan target dalam
pelaksanaannya, namun target yang ditetapkan tidak tercapai. Hal ini
disebabkan karena pelaksanaan program-program yang sebeumnya
direncanakan mengalami  permasalahan dan kendala, sehingga
mempengaruhi pencapaian target dalam implementasi kebijakan tertib lalu

lintas dan angkutan jalan tersebut.

5.2 Saran
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran yang

nantinya akan dibutuhkan berdasarkan bahasan dan penelitian yang telah



82

dilakukan mengenai implementasi kebijakan pelaksanaan tertib lalu lintas dan
angkutan jalan di Kecamatan Kotapinang sebagai berikut:

1. Diharapkan Dinas Perhubungan, Kepolisian Lalu Lintas dan Satpol PP
untuk sebisa mungkin memberikan informasi dan komunikasi terhadap
seluruh pihak dan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan untuk
diberikan informasi, pemahaman, untuk menumbuhkan kepedulian,
perhatian, pengetahuan masyarakat dalam meningkatkan kualiatas
lingkungan dan keselamatan berkendara demi menghindari hal-hal yang
tidak diharapkan bersama.

2. Diharapkan Dinas Perhubungan dan Satpol PP selaku pihak yang
bertanggung jawab terhadap ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan di
Kecamatan Kotapinang untuk terus fokus dalam meningkatkan mutu dan
kualitas sumber daya manusia di lingkungan dinas tersebut agar dapat
menjadi  bagian yang bermanfaat dan berpengaruh terhadap
keberlangsungan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan di Kotapinang.

3. Diharapkan supaya setelah program yang telah direncanakan sebelumnya
untuk segera direalisasikan demi mendukung ketertiban lalu lintas dan
angkutan jalan demi meningkatkan kualitas keamanan, kenyamanan dan
ketertiban di lingkungan Kecamatan Kotapinang.

4. Diharapkan agar nantinya target yang telah ditentukan tersebut dapat
benar-benar memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat dalam
upaya peningkatan kualiatas ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan
dalam pembangunan kemajuan, Kketertiban dan pembangunan di

Kecamatan Kotapinang.
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Pedoman Wawancara Informan

Nama : Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H
Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan Labuhanbatu Selatan
Hari/Tanggal : Selasa/ 25 Agustus 2022

a. Adanya Komunikasi atau Penyampaian Informasi Kebijakan
1. Bagaimana cara komunikasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan tertib lalu

lintas dan angkutan jalan?

Jawab : Beliau mengatakan bahwasanya dinas perhubungan vyaitu telah
melakukan sosialisasi tertib lalu lintas kepada masyarakat dan berkordinasi
dengan pihak dinas sapol pp dan pihak kepolisian lalu lintas untuk mendukung
bahwa pelaksanaan tertib lalu lintas harus mencegah, mengawasi dan menindak
setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum terkhusus tertib lalu lintas dan
angkutan jalan untuk menumbuhkan tertib, tentram, lingkungan hidup yang sehat,
nyaman, dan rukun di Kecamatan Kotapinang.

2. Tentang pertanyaan apakah komunikasi atau penyampaian informasi sudah
efektif bagi masyarakat?

Jawab : Dinas perhubungan merasa komunikasi yang telah dilakukan sudah
efektif karena sudah membentuk forum LLAJ (lalu lintas dan angkutan jalan)
sesuai dengan Undang-Undang 2009 pasal 13 dan melakukan pelajar pelopor
keselamatan berlalu lintas yang dilaksanakan dari daerah dan diseleksi di
pemerintahan pusat.

3. Tentang pertanyaan Apa saja hambatan yang dihadapi dalam melakukan
komunikasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut?

Jawab : Hambatan dan kendala yang dirasakan dinas perhubungan vyaitu
masyarakat masih belum sadar akan keselematan berlalu lintas, kurangnya

kesadaran masyarakat akan ketertiban lalu lintas dan masih banyak masyarakat



belum paham terhadap fungsi dari jalan

b. Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia

1. Apakah Sumber daya manusia atau pegawai sudah menjalankan tugas di
bidangnya?

Jawab : Beliau mengatakan Sumber Daya Manusia di Kantor Dinas Perhubungan
ini sudah menjalankan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing menurut
bidangnya karna begitu perekrutan pegawai langsung dilakukan pelatihan
langsung.

2. Tentang pertanyaan apakah pelaksanaan peraturan tertib lalu lintas sudah
berjalan efektif?

Jawab : Beliau juga mengatakan pelaksanaan tertib lalu lintas ini sudah berjalan
namun belum begitu efektif karena kendala pada sumber daya manusia di dishub
ini masih terdapat pegawai dan staf yang masih kurang memahami dan menguasai
tentang isi dan penerapan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

3. Tentang pertanyaan bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi?

Jawab : Dalam menghadapi kendala itu dishub melakukan edukasi, pendidikan,
pengembangan skill dan kemampuan terhadap pegawai yang masih membutuhkan
perhatian khusus guna mendukung kualitas sumber daya manusia di lingkungan
pemerintah Kotapinang.

c. Adanya Program yang Akan Dilaksanakan

1. Apa saja program yang telah dilaksanakan?

Jawab : Beliau mengatakan bahwa terdapat beberapa program yang telah
dilaksanakan oleh dinas perhubungan adalah kerjasama dengan satpol pp dalam

artian untuk ketertiban umumnya, menertibkan atau membersihkan masyarakat



yang membangun atau membuat tanpa atas izin dari perangkat yang berwenang
mengeluarkan izin tersebut dan berkerja sama dengan kepolisian lalu lintas untuk
tertib lalu lintas dan angkutan jalan, sedangkan program kami sendiri membentuk
forum LLAJ, pemilihan angkutan layak berlalu lintas, pelatihan personil pengatur
lalu lintas.

2. Tentang pertanyaan kendala apa yang dihadapi menjalankan program?

Jawab : Beliau mengatakan yang menjadi hambatan dalam melaksanakan
program ini, semua program yang telah kami buat kembali lagi tergantung dana
dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan karna keterbatasan dari dana tersebut
dapat sangat mempengaruhi sekali program yang telah kami tetapkan dapat
berjalan atau tidak berjalan.

3. Tentang pertanyaan tindakan yang dilakukan dishub terhadap masyarakat yang
menghambat saat penertiban?

Jawab : Beliau mengatakan selalu mengingatkan kepada pengguna jalan akan
pentingnya keselamatan berlalu lintas, dan bekerja sama dengan polisi dalam
penindakan yang melanggar lalu lintas karna tidak bisa pihak dishub melakukan
penindakan tanpa adanya pihak kepolisian. Dan terhadap masyarakat yang
membuat atau mendirikan tanpa izin pihak dishub bekerja sama dengan satpol pp

untuk menertibkan di sepanjang bahu jalan atau badan jalan.

d. Adanya Target yang Dicapai
1. Target apa yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tertib lalu lintas?
Jawab : Beliau mengatakan bahwa target dishub labusel mendapat dukungan dari

stakeholder dan seluruh masyarakat kecamatan Kotapinang untuk Bersama-sama



memajukan kabupaten Labuhanbatu Selatan terkhusus kecamatan Kotapinang
dalam berkeselamatan dan ketertiban berlalu lintas.

2. Tentang pertanyaan target apa yang belum tercapai dan bagaimana cara
mencapainya?

Jawab : Beliau mengatakan target yang belum tercapai yaitu dishub labusel
belum pernah menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha. Wahana Tata
Nugraha adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia
kepada Kabupaten/kota yang mampu menata transportasi publik dengan baik
berdasarkan Permen Perhubungan No.35 tahun 2018. Dan Cara mencapai target
yang belum tersebut pihak dishub memnita dukungan masyarakat Kotapinang dan
pihak-pihak yang bekerja sama dengan pihak dishub dan APBD dari kabupaten
Labusel untuk melakukan ketertiban LLAJ lebih baik dan konsisten lagi dalam
menjalankan program.

3. Tentang Pertanyaan Target Apa yang ingin dicapai kedepannya?

Jawab : Beliau mengatakan Target dishub kedepan ingin membuat satu kawasan
tertib lalu lintas dibuat berdasarkan Undang-undang yang mana kawasan tersebut

didukung oleh sarana-prasarana fasilitas perlengkapan jalan.



Pedoman Wawancara Informan

Nama : AKP Tarzuki

Jabatan : Kanit Lantas Polsek Kotapinang

Hari/Tanggal : Kamis/ 20 September 2022

a. Adanya Upaya Komunikasi atau Penyampaian Informasi Kebijakan

1. Bagaimana Komunikasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan Tertib lalu
lintas dan angkutan jalan?

Jawab : Beliau mengatakan kami pihak satlantas meminta kepada dinas
perhubungan untuk melakukan sosialisasi yaitu dengan menghimbau kepada
masyarakat pengguna jalan baik itu membagikan brosur-brosur contoh tertib lalu
lintas dan juga menggunakan toa dipinggir jalan supaya mentaati peraturan lalu
lintas tentang pengertian tujuan dari peraturan yang berlaku.

2. Tentang pertanyaan Apakah Komunikasi sudah berjalan efektif dalam
pelaksanaan kebijakan bagi masyarakat?

Jawab : Beliau mengatakan masih belum, karna latar belakang pendidikan
masyarakat berbeda-beda. Ada yang mudah paham, ada yang lambat paham dan
bahkan tidak paham sama sekali terhadap sosialisasi yang dilakukan.

3. Tentang pertanyaan hambatan yang dihadapi dalam melakukan komunikasi
terhadap pelaksanaan kebijakan?

Jawab : Beliau mengatakan dari kelatarbelakangan Pendidikan masyarakat tadi
yang berbeda-beda sehingga masyarakat ada yang kurang mengetahui bahkan
sangat susah sekali memahami pengertian dari peraturan yang ditetapkan sehingga

masyarakat tidak peduli terhadap peraturan tersebut.

b. Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia



1. Apakah SDM sudah menjalankan tugas sesuai bidangnya?

Jawab : Beliau mengatakan SDM di Lantas ini sudah menjalankan dengan baik
karna semua pegawai sudah tau apa saja yang mau dikerjakan.

2. Tentang apakah Sumber Daya Manusia di Kepolisian Lantas dalam
pelaksanaan tertib lalu lintas sudah berjalan efektif?

Jawab : Beliau mengatakan sebagian efektif sebagian belum, kami dari pihak
lantas sudah berupaya melaksanakan dengan seefektif mungkin akan tetapi
Kembali lagi karna tergantung masyarakat nya kembali, karna masyarakat merasa
tujuan mereka tidak jauh dan merasa tidak harus mengikuti aturan dari kebijakan
sehingga masyarakat tidak merasa perbuatan mereka itu melanggar aturan tertib
lalu lintas, contoh nya memakai helm, melengkapi surat kendaraan bermotor dan
lainnya. Tapi mudah-mudahan dari pihak lantas sudah mendekati standar
keefektifan.

3. Tentang pertanyaan bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi?

Jawab : Beliau mengatakan memberi himbauan, bimbingan dan pengertian
kepada masyarakat tentang tertib lalu lintas tidak pernah bosan baik itu pagi, siang
dan sore hari. Dan jika ada terjadi ada kemacetan di simpang-simpang, kecelakaan
dan keributan di jalan kami langsung terjun kelapangan agar tidak sampai terjadi

kemacetan parah demi memperlancar arus lalu lintas.



c. Adanya Program yang dilaksanakan

1. Apa saja program yang telah dilaksanakan?

Jawab : Beliau mengatakan program kami lumayan banyak, menertibkan
pengguna jalan baik itu sepeda motor maupun mobil besar dan kecil, membuat
jalur rekayasa apabila terjadi kemacetan atau kecelakaan, penertiban parkir baik
itu parkir resmi maupun liar yang berada di pinggir jalan, penertiban angkutan
besar seperti truk pengangkutan yang melakukan bongkar muat di bahu jalan raya
dan bus ataupun minibus yang menaik atau menurunkan penumpang dijalan raya
bukan yang menyebabkan kemacetan.

2. Tentang pertanyaan kendala yang dihadapi dalam menjalankan program?
Jawab :Beliau mengatakan kecamatan Kotapinang cuma memiliki jalan 1 jalur,
tidak ada jalan alternatif khusus untuk kendaraan besar yang melakukan bongkar
muat barang di kawaasan khusus untuk truk pengangkutan dan bus ataupun
minibus yang melakukan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal
khusus tanpa harus melewati pusat kota, tetapi walaupun belum ada jalan
alternatif, Kawasan khusus untuk truk pengangkutan dan terminal khusus tersebut,
kami selalu berupaya supaya jangan ada kemacetan yang terjadi.

3. Tentang pertanyaan tindakan apa yang dilakukan terhadap pengguna jalan yang
melanggar tertib lalu lintas dan angkutan jalan?

Jawab : Beliau mengatakan membuat peringatan, teguran, himbauan supaya
masyarakat mengerti tentang aturan tertib lalu lintas ini, teguran ini sampai

sebanyak 2 kali, ke 3 kali baru kita beri sanksi atau tilang langsung.

d. Adanya Target Dicapai



1. Target apa yang dicapai dalam tertib lalu lintas?

Jawab : Beliau mengatakan masyarakat cenderung lebih pintar dalam memahami
tertib lalu lintas ini dan masyarakat tidak bandel lagi ketika kami sedang
melaksanakan penertiban.

2. Tentang pertanyaan target apa yang belum dicapai dan bagaimana cara
mencapainya?

Jawab : Beliau mengatakan target yang belum tercapai membuat jalan alternatif
untuk angkutan besar bongkar muat makanya banyak terjadi kecelakaan karna
jalanan kita ini tanjakan kemudian turunan yang membuat banyak rem blong. Dan
cara mencapainya kami sudah mengkoordinasikan dengan pihak Dinas
Perhubungan untuk membuat lokasi bongkar muat tetapi belum ada lokasi atau
tempat yang cocok atau sesuai sampai sekarang.

3. Tentang Target apa yang ingin dicapai kedepannya?

Jawab : Beliau mengatakan kami pihak lantas berharap semua pejabat yang
berwenang dalam tertib lalu lintas ini lebih giat berkerja sama lagi dalam
pelaksanaan ini, dan pemerintah daerah segera membuat fasilitas sarana-prasarana
untuk kebutuhan masyarakat pengguna jalan agar menciptakan kabupaten
Labuhanbatu Selatan khusunya kecamatan Kotapinang yang tertib, nyaman dan

lingkungan yang sehat.



Pedoman Wawancara Informan

Nama : Drs. Abrar Salman, M.Pd

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Labuhanbatu Selatan
Hari/Tanggal : Jumat/ 26 Agustus 2022

a. Adanya Komunikasi atau Penyampaian Informasi Kebijakan

1. Bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan ketertiban
umum khususnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan?

Jawab : Beliau mengatakan bahwasanya pihak Satpol PP diminta dari dinas
perhubungan untuk membantu dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat.
Adapun komunikasi yang dilaksanakan ataupun yang dilakukan oleh Satpol PP
dengan cara konsisten melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat
terkhusus pedagang kaki lima yang berdagang di pinggir atau bahu jalan tentang
pengertian fungsi dan guna jalan yang merupakan bagian dari peraturan yang
berlaku.

2. Tentang pertanyaan Apakah Komunikasi sudah berjalan efektif dalam
pelaksanaan kebijakan bagi masyarakat?

Jawab : Beliau mengatakan saya rasa belum terlalu efektif, karena masyarakat aja
kurang berminat dalam melakukan sosialisasi, akan tetapi kami terus konsisten

mengajak masyarakat agar mau bersosialisasi dengan berbagai macam cara agar

mereka tertarik dan berminat.

3. Tentang pertanyaan hambatan apa yang dihadapi dalam melakukan sosialisasi?
Jawab : Beliau mengatakan hambatan nya masyarakat yang tidak semua mau di
ajak sosialisasi karena sibuk berdagang dan mereka mempunyai ego masing-

masing sehingga masyarakat tidak mengerti terkait peraturan yang berlaku.



b. Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia

1. Apakah SDM sudah menjalankan tugas dibidangnya?

Jawab : Beliau mengatakan Sumber Daya Manusia di Dinas Satpol PP ini
Sebagian sudah menjalankan tupoksi bidangnya sebagian lagi belum.

2. Tentang Apakah Sumber Daya Manusia di dinas ini dalam pelaksanaan tertib
lalu lintas sudah efektif?

Jawab : Beliau mengatakan belum, dikarenakan pegawai yang di satpol pp ini
masih ada beberapa yang belum paham atau mengusai bidangnya masing-masing
dalam melaksanakan ketertiban kepada masyarakat yang mengganggu ketertiban
umum khususnya masyarakat yang berdagang atau berjualan di pinggir atau bahu
jalan sehingga menyebabkan beberapa kendala saat melaksanakan ketertiban yang
membuat pelaksanaan belum efektif.

3. Tentang Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?

Jawab : Beliau mengatakan kami melakukan bimbingan dan pelatihan kepada
pegawai khususnya pegawai dilapangan tentang bagaimana menertibkan
masyarakat secara baik dan dan bijak dalam mengambil perbuatan agar jangan

terjadi kerusuhan antara petugas dan masyarakat di lapangan.



c. Adanya Program yang Dilaksanakan

1. Program apa saja yang telah dilaksanakan?

Jawab : Beliau mengatakan bekerja sama dengan pihak dishub melakukan
sosialisasi terkait dengan guna fungsi jalan jalan karna dishub yang mengetahui
ukuran dan bagian bahu jalan dan kami akan melakukan menertibkan masyarakat
yang membangun jualan di tepi jalan membangun atau mendirikan terminal
bayangan dan mengubah fungsi jalan tanpa atas izin yang berwenang dengan
melakukan himbauan atau peringatan langsung untuk segara membereskan atau
membersihkan area bahu jalan agar jangan berjualan di bahu jalan dan jangan
membuat terminal bayangan dan jika tidak kami akan melakukan penggusuran

secara paksa.

d. Adanya Target yang dicapai

1. Target apa yang dicapai dalam pelaksanaan ini?

Jawab : Beliau mengatakan target yang ingin dicapai meningkatnya kesadaran,
ketertiban dan pemahaman masyarakat dalam guna fungsi jalan dan bahu jalan
untuk kemajuan kecamatan Kotapinang ini.

2. Tentang pertanyaan target apa yang belum tercapai dan bagaimana cara
mencapainya?

Jawab : Beliau mengatakan target yang belum tercapai masyarakat belum mau
tertib dan mengikuti peraturan lalu lintas dan angkutan jalan dikarenakan
keegoisan dari masing-masing masyarakat. Dan cara untuk mencapai target belum
tercapai, beliau mengatakan melakukan penertiban lebih tegas bila perlu

menggusur bagi yang mengubah fungsi bahu jalan akan tetapi harus bekerja sama



dengan pihak dishub.

3. Tentang pertanyaan target apa dari dinas satpol pp kedepannya?

Jawab : Beliau mengatakan menciptakan kecamatan kotapinang ini bersih dari
masyarakat yang berjualan dan membangun tempat tinggal yang berdiri tanpa atas
izin pihak yang berwenang disepanjang bahu atau tepi jalan diseluruh Kecamatan

Kotapinang.



Pedoman Wawancara Narasumber

Nama : Khoirul Bahri Harahap

Jabatan : Masyarakat Pedagang Kaki Lima

Hari/Tanggal : Selasa/ 20 September 2022

a. Adanya Komunikasi atau Penyampaian Informasi Kebijakan

1. Bagaimana komunikasi atau sosialisasi peraturan daerah yang dilakukan
pemerintah daerah?

Jawab : Beliau mengatakan bahwa dishub dan dinas satpol pp sudah melakukan
sosialisasi dan penyuluhan langsung untuk menjelaskan pengertian fungsi guna
dari jalan tersebut.

2. Tentang pertanyaan Apakah komunikasi yang dilakukan tersebut efektif bagi
masyarakat?

Jawab : Beliau mengatakan belum efektif sekali karana masih banyak masyarakat

yang tidak paham atas penjelasan dari peraturan yang berlaku.

b. Adanya Program yang Dilaksanakan

1. Apakah Program yang dilaksanakan oleh pihak dishub dan satpol pp
melakukan himbauan kepada masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan
masyarakat?

Jawab : Beliau mengatakan pihak dishub dan satpol pp selalu konsisten dan rutin
dalam melakukan penyuluhan dan memberi himbauan atau peringatan, akan tetapi
penyuluhan atau himbauan tersebut dinilai kurang sesuai kebutuhan masyarakat
karna mereka tidak adanya memberikan solusi terhadap kami, dimana jika kami
pindah berjualan pemerintah tidak menyediakan tempat khusus untuk kami

berjualan.



2. Tentang pertanyaan bagaimana harapan masyarakat pedagang kaki lima tentang
program dari dishub dan satpol pp?

Jawab : Beliau mengatakan Kami berharap pemerintah menyediakan suatu
tempat yang lebih besar buat kami para pedagang kaki lima agar dapat berjualan
dengan tertib tanpa harus dipinggir jalan. Memang pemerintah menyediakan pasar
khusus tetapi tidak cukup besar dan kami tidak muat berjualan di sana, jika tidak
dibuatkan kami akan tetap berjualan disini walaupun mereka tiap saat selalu

kesini sampai tempat berjualan dibuatkan pemerintah.



Pedoman Wawancara Narasumber

Nama : Ihsan Adha

Jabatan : Masyarakat Pengguna Jalan

Hari/Tanggal : Sabtu/ 27 Agusutus 2022

a. Adanya Komunikasi atau Penyampaian Informasi Kebijakan

1. Bagaimana komunikasi atau sosialisasi peraturan daerah yang dilakukan
pemerintah daerah?

Jawab : Beliau Mengatakan sosialisasi yang dilakukan Dishub dan Satlantas
sudah berjalan di masyarakat dengan sosialisasi, membagikan brosur-brosur
kepada masyarakat

2. Tentang pertanyaan Apakah Komunikasi yang dilakukan tersebut efektif bagi
masyarakat?

Beliau mengatakan saya rasa belum efekti karena sosialisasi tidak dilakukan
secara merata, dan pembagian brosur yang dilakukan kurang memberi penjelasan
dari gambar yang dibagikan sehingga masih banyak yang kurang jelas dapat
mengerti maksud arti brosur itu.

b. Adanya Program yang Dilaksanakan

1. Apakah Program yang dilaksanakan oleh pihak dishub dan kepolisian lalu
lintas melakukan himbauan kepada masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan
masyarakat?

Jawab : Beliau mengatakan memang mereka melakukan himbauan kepada
pengguna jalan akan tetapi kalau cuma begitu saya merasa kurang sesuai
kebutuhan masyarakat.

2. Tentang pertanyaan bagaimana harapan masyarakat pedagang kaki lima tentang

program dari dishub dan kepolisian lalu lintas?



Jawab : Beliau mengatakan kami berharap pihak dishub dan kepolisian lalu lintas
melukakan penindakan yang tegas dalam pelakasanaan penertiban jika perlu
langsung diberikan sanksi terhadap parkir liar di pinggir jalan bahkan angkutan
besar yang melakukan bongkar muat di pinggir jalan yang dimana kadang
memakan separuh jalan yang menyebabkan kemacetan yang parah bukan Cuma

himbauan atau peringatan saja.
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SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
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Dekan Fakultas llmu Sosial dan Timu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
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menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagal berikut:

Nama mahasiswa : NOVRIANSYAH HARAHAP

NPM : 1803100047

Program Studi . Ilmu Administrasi Publik

Semester - VIIT (Delapan) Tahun Akademik 2021/2022

Juchul Skripsi - IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN TERTIBR LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN
KOTAPINANG

Pembimbing - Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman
penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP
UMSU Nomor: 1231/8K/1L3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26
Oktober 2021 M.

2. Sesuai dengan nomor terdafiar di Program Studi Timu Administrasi Publik: 050.18.0310 tahun
2021,

3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak
selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 25 Maret 2023.
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Pada Tangal, 06 Ramadhan 1443 H
08 Apnil 2022 M

Dekan,
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Nama mahasiswa : NOVRIANSYAH HARAHIIAP

NPFM - 1803100047

Program Studi : iy Admimistrasi Publik

Scmester : Vil (Delapan) / Tahun Akademik 2021/2022

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBLAKAN PELAKSANAAN TERTIB LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN
KOTAPINANG

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan
terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu ‘alaikum wr. wh,

M.LKom,
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PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN § V

JALAN BUKIT LINTAS SUMATERA KOTAPINANG TELP. 0624-95179 FAX. 0624-95179

} ___KODE POS 21464
Kotapmang, 30Agustus 2022
Nomor : 550/ 447 /DISHUB/2022
L . ) Kepada Yth ;
ampiran :-
Perihal : Izin Penelitian Mahasiswa Dekan Fakultas Iimu Sosial Dan
IImu Politik UMSU
di—
Medan

Menindak lanjuti Surat dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politk UMSU Nomor
1278/KET/11.3.AU/UMSU-03/F/2022, tanggal 26 Agustus 2022, Perihal izin Penelitian Mahasiswa, maka
dengan ini kami memberikan izin dan memberikan informasi/ keterangan dan data — data yang’

berhubungan dengan Skripsi kepada :

Nama : Novriansyah Harahap

NIM : 1803100047

Program Studi : [Imu Administrasi Publik

Semester : VIII (Delapan)

Judul Penelitian  : Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Tertib Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Di Kecamatan Kotapinang

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kotapinang, 7o Agustus 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
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mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditctapkan dengan Surat
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.....................................................................................................................
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....................................................................................................................

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);

2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);

3. DKAM yang telah disahkan;

4. Kartu Hasil Studi Semester | s/d teralkhir ASLI;

5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;

6. Tanda Bukti Lunas Biayn Seminar Proposal Skripsi;

7. Propsosal Skripsi yang,telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasdkan ke dalam MAP warna BIRU,

o Demikianlah pe€mohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya
ucapkan terima kagifl. Wassalam.
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SURAT KETERANGAN
Nomor : 3287/ KET/I1.3-AU /UMSU-P/M/2022
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Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :
Nama : Novriansyah Harahap
NPM : 1803100047

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : llmu Administrasi Negara
telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 01 Rabiul Awal 1444 H.

27 September 2022 M.




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Novriansyah Harahap

Tempat/Tanggal Lahir : Kampung Baru 11, 13 November 2000
Jenis Kelamin . Laki-Laki

Agama . Islam/ Indonesia

Alamat : Kampung Baru I11, Kotapinang, Labusel
Anak ke : 1 dari 4 bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Abdul Manan Harahap

Ibu : Sariani Nasution

Riwayat pendidikan

1. Tamat dari MIN Kotapinang, Tahun 2012, Berijazah

2. Tamat dari MTs Swasta Kotapinang Tahun 2015, Berijazah

3. Tamat dari SMAN 1 Kotapinang Tahun 2018. Berijazah

4. Kuliah di Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, Fakultas llmu Sosial dan
lImu Politik, Program Studi llmu Administrasi Publik Tahun 2018- sekarang

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Novriansyah Harahap



